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ELAAS BERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

(SURAT TERCATAT)
Womaor, S58/PdLGR025/PN Shy

Pada harl Rabu tanggal 8 Juli 2026, saya lka Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata MNomor
S58/Pdt. G/2025/PN Sby,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
Suyantoh, dahulu bertempat tinggal di JI. Kendang Sari Blok H-18, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya,
Jawa Timur, dan Jalan Tenggilis Utara /48 RT 006 RW 004 Tenggilis Mejoyo
Surabaya, Sekarang tidak diketahuij tempat tinggalnya, selanjutnya disebut
sabagal Termohon Kasasi lll;

Memor banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negen Surabaya. pada
tanggal 6 Juli 2026. yang diajukan oleh Madim Gunawean 5H, MM S Dewd Rafne Wlaricard, 5P
SH dan Setyo Hendrawan 5+ Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di /. Taman
Surya Agung Biok N Nomaor 18 Wage, Taman Sidoatio 61257 Bedasarkan sural Suasa khusus
bertindak untuk dan atas nama PT Meka Prima Solusi dan CHRSTAN JUWANTORD, Sekarang
dizsebut sebagai Pemohon Kasasi, terhadap Permohonan Kasasi Perkara MNomor
SEB/POL.GI2025/PM.3BY tanggal 22 Juni 2026 dalam perkara antara !

PT Meka Prima Solusi dan Christian Juwantoro Sebagai Pemohon Kasasi;
Lawan
CV. Sarana Duta Solusindo Dkk Sebagai Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini 2aya laksanakan melalui surat tercatat,

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pamarintahan Kota Surabaya untuk
ditenpelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun
yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaaz panggian ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan
Jurusita goanki

\

Ika Dim Mowvia Rahmawati

Catatan;

Pamanggian iné dilakukan madalu surat tefeatat sehagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Paraturan Mahkamah
Agung (PERME) Momar T Tahun 2032 tentang Perubahan alas Peraturan Mahkemah Agung Nomaer 1 takupn 2018 lentang
Administrass Petkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elekiranik

Wesas tanggal 22 Juni 2025




HAKIM GUNAWAN,SH,MM & REKAN

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
KONSULTASI, EDUKASI, MEDIASI] & LITIGAS!

MEMORI KASAS]

ATAS PUTUSAN
Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor Perkara: 442/PDT/2026/PT SBY

Sidoarjo, 06 Juli 2026
Kepada:
Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung
JI. Medan Merdeka Utara No.9-13 RT.2 RW.2 Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat
Daerah Kbusus Ibukota Jakarta 10110
Melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
JL Arjuno No. | 6-18 Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Hakim Gunawan, 5.H, M.M
Tempat /Tanggal Lahir : Surabaya / 03 Juni 1981
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Apgama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Nomer Induk KTPA ;1610494
Tanggal Berakhirnya KTPA £ 31 - 12 - 2027

2, Nama : Dewi Ratna Wulandari, S.Pd, S.H
Tempat /Tanggal Lahir : Surabaya / 13 Juni 1984
Unur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Jalan Taman Suryva Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
(OB2288985758




Agama
Warga Negara
Nomer Induk KTPA

Tanggal Berakhirnya KTPA

: Islam

: Indonesia

: 23.10023
:31-12-2027

Sendiri dan atau bersama-sama dengan para Advokat dan Konsultan hukum yang tergabung pada
kantor Hakim Gunawan, S.H., M.M. & Rekan vang berkantor di Taman Surya Agung Blok N
Nomor 19 Wage Taman Sepanjang Sudoarje Telp 082288085758, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 Juni 2026, bertindak untuk dan atas nama klien kami,

Mama

Tempat/Tanggal Lahir

Umur

Jenis Kelamin
Agami

Wargn Negara
Alamat Rumah

 CHRISTIAN JUWANTORO

; Surabaya, 25 Juli 1986

: 39 Tahun

: Laki-laki

: Kristen

: Indonesia

: J. Gayungsari Barat 05/38 RT 003 RW007

Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota

Surabaya Jawa Timur

Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama PT. MEKA PRIMA SOLUSI yang berkedudukan di
Alamat Raya Wonorejo Permai M 70 Surabaya selanjutnya disebut Pemohon Kasasi | (Tergugat

I).

Nama
TempatTanggal Lahir
Ulonur

Jenis Kelarmn

Agama

Warga MNegara

Alamat Rumah

cCHRISTIAN JUWANTORO

: Surabaya, 25 Juli 1986

: 3% Tahun

: Laki-lak:

» Kristen

» Indonesia

: Jl Gavungsari Barat 05738 BT 003 RW00T

Kelurahan Gayungan Kecamatan Gavungan Kota

Surabaya Jawa Timur

Selanjutnya disebut Pemohon Kasasi IT (Tergugat II)

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Momor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
OE2IRRGBSTSH




Selanjutnya disebut ..ot e P EM OHON KASAS]

MELAWAN

CV Sarana Duta Solusindo berkedudukan di Jalan Klampis Jaya No. 124 Sukolilo, Surabaya

Jawa Timur 60117, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Selanjutiya diSeBUL .. .o nriesr e e e s e TERMOHON KASASI
(Penggugat)

Dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi sebagai keberatan dan menolak
atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabava Nomor Perkara: 442/PDT/2026/PT
SBY tertanggal 10 Juni 2026 yang amarnya berbunyi:

. Menerima permohonan banding dari para pembanding semula Tergugat T dan Tergugat 11
. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558/PdiG/I025/FN Sby

Tanggal 6 April 2026 yang dimohonkan Banding

Menghukum para banding semula Tergugat | dan Tergugat 11 untuk membayar biaya
perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Bp. 150,000,040 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Adapun alasan-alasan permohonan kasasi tersebut adalah sebagai berikun:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Tepat Dalam Memeriksa fakta
Hukum menilai kembali kebenaran peristiwa, kronologi, dan dalil-dalil gugatan.

Alat Bukti, memeriksa kembali keabsahan surat, saksi, ahli, maupoun bukti lain yang
diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penggugat Nomor Perkara

558/Pdt.(/2025/PN Shy.

Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Sepenuhnya Mempertimbangkan Pokok
Perkara dan memastikan Pasal-Pasal serta aturan Hukum vang digunakan olch
Hakim Tingkat Pertama tidak tepat di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara
558/Pdt.G/2025/PN Sby.

Jalan Taman Surya Agung Blok N, Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
082288985758




4,

Judex Facti Dari tingkat Banding Nomor Perkara: 442/PDT/2026/PT SBY tidak
memberikan pertimbangan Hukum sendiri, melainkan hanya menyvatakan
sependapat  dengan  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor Perkara
S58/Pdt.G/2025/PN Sby tanpa menguraikan alas an Hukum secara memadai.

Pertimbangan Hukum sangat singkat dan bersifat mengadopsi seluruh
pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara S58/Pdt.G/2025/PN
Sby sehingga dapat dipersoalkan sebagai kurang memenuhi kewajiban

memberikan alasan yang cukup,

Dalam perkaea a gqueo, pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Feti
Pengadilan Negeri Surabayva maupun Pengadilan Tinggi Surabayva telah
melakukan Kekeliruan dalam menerapkan Hukum (error in law), Khususnyva
karena pertimbangan Hukum tidak menguraikan secara memadai alasan
penolakan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi,
bahkan Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan

MNegeri Surabava tanpa memberikan pertimbangan Hukum yang mandiri.

Berdasarkan hal-hal sebagmiman vang dikemukakan tersebut di atas maka dengan int mohon
kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa permobonan kasasi ini,

dan selanjutnya memutuskan sebagal bertkut:

1.

Membatalkan putusan Pengadilan Tingg: Surabaya Nomor 442/PDT2026/PT SBY
tanggal 10 Juni 2026;

Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi untuk selurahnya;

¥, Mengadili kembali dengan amar sebagai berikut:

5

Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 442/PDT/2026/PT
SBY tanggal 10 Juni 2026
Menerima dan mengabulkan permohonan Kazasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan

vang seadil-adilnya fex aegue et bong),

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
082288985758



Demikian memori Kasasi ini disampaikan sebagai dasar alasan keberatan dan menolak
atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabayva Nomor Perkara: 442/PDT/2026/PT
SBY tertanggal 10 Juni 2026 Pemohon Kasasi terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor 442/PDT/2026/PT SBY. Pemohon Kasasi menckankan bahwa Besar harapan
kami, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengabulkan permohonan Kasasi
ini untuk seluruhnya, demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan nyvata terhadap
martabat, harga diri, dan reputasi Pemohon Kasasi,

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon Kasasi

L

I

HAKIM GUNAWAN, SH, MM
Advokat dan Konsultan Hulkum Advokat dan Konsultan Hukum

Jalan Taman Surya Agung Blok N. Nomor 19 Wage Taman Sidoarjo 61257 Jawa TimurTelp;
O822REOBSTSE
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Momaor. 966/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini RABU tanggal B JULT 2026, =aya : LUPI SUNGGING AYOMI, SH. Jurusita Pengganti
Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua [ Majelis Hakim Pengadilan Megen Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
Mama ;. PRINGADI
Alamat ¢ Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di wilayah MERI,
Semula . TERGUGAT
Sekarang . TERBANDING

Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2026 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-Court
pada tanggal 06 Juli 2025 pada Kepanitersan Pengadilan Megeri Surabava yang diajukan oleh:

Mama i SHARIH NIRAWASI, 5.H., M.H, DKK

Pekerfaan v Aparatur Sipil Megara Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya

Alamat ¢ Jalan Taman Puspa Raya Biok D No. 10, Kompéek Citra Raya Sambikerep, Surabaya
Selaku Kuasa i HANTODR PERTANAHAMN HOTA SURABAYA I

Semula : TURUT TERGUGAT

Sekarang : TURUT TERBANDING

Terhadap Kontra Memon Banding alas Pufusan  Pengaddan  MNegerl Surabaya  Nomo
Q66 Pdt.G/2025/PN.SBY. dalam perkara antara

RESTUNING HIDAYAH....covoenn . SEBAGAL. .. . conmssssnssanssinmnnsssssmsnsassimmssnsassssssassnsssasss PEMBANDING
MELAWAN
PRINGADI, DKK.......ccoonmmniennscSEDBGBI. ccvvieciniiansnnsnasniss . TERBANDING, TURUT TERBANDING

Pemberntahuan ini saya laksanakan mela'ul Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditemgpelkan pada
PEpan PEHQHIT‘II.IITIH-I‘I agar dikatahul oleh yang Bersangkutanimasyarakad
Panggilan ini saya iaksanakan melalul sural tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksakan dengan mengingat sumpah jabatan.,

(-

i AW
LUPI SI.FHELINE AYOMI, SH.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA |

———— PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Taman Puspa Raya Blok D, No. 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Kota Surabaya
Telepon: 031-7401467, email: kot-surabaya | [@atrbpn.go.id

KONTRA MEMORI BANDING
TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT
DALAM PERKARA NOMOR 966/PDT.G/2025/PN.SBY

Restuning Hidayah : PEMBANDING semula

PENGGUGAT

MELAWAN

Pringadi ¢ TERBANDING I semula
TERGUGAT I

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I i TURUT TERBANDING
semula TURUT
TERGUGAT

Surabaya, 30 Juni 2026

Kepada
Ym. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Jl. Sumatera No. 42, Gubeng, Kota Surabaya

Melalui

YTm

. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Jln. Arjuno, No. 16-18, Kel. Sawahan, Kota Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan upaya hukum Banding dari Suitrisno

terhadap putusan 966/ Pdr.G /2025 /PN.SBY tanggal 12 Juni 2026, perkenankan
kami Para Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2026
Nomor 2604 /SKK/35.78/VII/2026 bertindak untuk dan atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kota Surabaya | selaku Turut Terbanding semula Turut
Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sclaga berikul:

PENDAHULUAN
Yang Mulia Mejelis Pemeriksa perkara, scjatinya sudah sejak awal

Pembanding semula tidak memahami dan membedakan mekanisme
kompetensi pada setiap peradilan sehingga terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal 12 Juni 2026
sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dalam penerapan hukumnya,
Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat setelah mempelajari
sccara saksama isi Memori Banding terscbut, Turut Terbanding semula
Turut Tergugat berpendapatl bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam
Memori Banding tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat
dibenarkan, sechingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
966/ PdL.G/2025/PN.SBY tanggal 12 Juni 2026 vang menyatakan Gugatan
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Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) haruslah
dipertahankan.

II. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
Bahwa, amar Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
966/Pdt.G/2025/PN.BBY tanggal 12 Juni 2026 selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
* Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
* Menyatakan Gugatan Penggugat ldak dapat diterima ([Niet
Onlvankelijke Verklaardj;
e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp7.970.000,00 {tujuh juta sembiian ratus tujuh puluh ribu rupiah).

IIl. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengetahui adanya
permchonan Banding pada Selasa, 23 Juni 2026 melalui ecourt
Mahkamah Agung;

2. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat selanjutnya
mendapalkan Memori Banding dari Banding semula Penggugal pada
Selasa, 30 Jumi 2026 melaui sistem E-Court Mahkamah Agung dan
diketahui tenggat waktu maksimal untuk melakukan Unggah Kontra
Memor Banding adalah harn Selasa, 7 Juli 2026;

3. Bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut
Tergugat telah diunggah pada tenggat waktu yang telah ditentukan oleh
Mahkamah Apgung, sehingga sudah selayaknya Kontra Memori Banding
dari Turut Terbanding untuk diterima dan diperiksa;

IV. ANALISIS BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING SUDAH
TEPAT

1. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sepenuhnya sependapat

dengan ratio decidendi yang telah dikemukakan eoleh judex factie

pada tingkat pertama loiscbul;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negen Surabaya Nomaor
966 /Pdt.G/2025/PN.Sby, eksepsi dari Turut Tergugal tersebut diatas
dikabulkan, dengan demikian maka materi pokok perkara Majelis Hakim
belum mempertimbangkannya, dengan demikian gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verkloard). Majelis
Hakim dengan telah menerapkan hukum acara perdata secara benar
karena Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat formil
gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara. Hal tersebut
merupakan penerapan asas hukum acara yang telah lama dianut dalam
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praktik peradilan, bahwa apabila ditemukan cacat formil yang
menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut,
maka Majelis Hakim tidak berkewajiban memasuki pokok perkara. Dalam
perkara a quo, Majelis Hakim menemukan adanya cacat mengenai
kedudukan para pihak (legal standing} vang berkaitan erat dengan tidak
dilibatkannya seluruh pihak yang memuliki kepentingan langsung terhadap
objek sengketa serta adanya ketidakjelasan subjek hukum yang digugat.
QOleh karena itu, putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard) merupakan konsekuensi hukum yang tepat.

. Bahwa pertimbangan hakim mengenai legal standing tidak dapat
dipisahkan dari petitum gugatan. Pembanding dalam Memori Banding
hanya menitikberatkan pada argumentasi bahwa dirinya merupakan salah
satu ahli waris schingga berhak mengajukan gugatan. Argumentasi tersebut
tidak menjawab pertimbangan utama Majelis Hakim. Sebaliknya, Majelis
Hakim telah mengakui adanya Penetapan Ahli Waris yang menetapkan
Pengpugal bersama empal ahlhh waris lainmya scbagal ahli waris sah.
Permasalahan hukum justru terletak pada petitum gugatan yang meminta
agar; “Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Milik hanya atas
nama Penggugat®™ Permintaan tersebut secara nyala akan menimbulkan
akibat hukum terhadap hak keperdataan ahh waris lainnya. Dengan
demikian, keberadaan ahli waris lain bukan sekadar fakta administratif,
melainkan merupakan pithak yang memiliki kepentingan hukum langsung
terhadap amar putusan, Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim
bahwa seluruh ahli waris harus dilibatkan merupakan penerapan asas audi
et alteram partem, asas perlindungan hak setiap pihak, dan asas kepastian
hukum,

. Bahwa pertimbangan hakim (3.16), (3.17), (3.18), (3.19}, (3.20], (3.21)
mengenal tidak dilibatkannya seluruh ahli waris menimbulkan kurang
pihak (Plurium Litis Consortium] Majelis Hakim telah tepat menyatakan
bahwa gugatan mengendung cacat formil karena tidak mengikutsertakan
seluruh ahli waris. Hal ini disebabkan karena objek senghketa merupakan
bagian dar harta peninggalan pewaris yang menurut Penetapan Pengadilan
Agama masih menjadi hak bersama seluruh ahli waris. Belum terdapat
bulkti adanya pembagian waris, kesepakatan seluruh ahli waris dan
pelepasan hak asli ahli waris, dan/atau penetapan bahwa objek terscbut
telah menjadi bagian Penggugat seorang dirl, Dengan demikian, apabila
gugatan dikabulkan, maka putusan terscbut justru akan menghilangkan
hak ahli waris lain yang sama sekali tidak menjadi pihak dalam perkara.
Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip bahwa
putusan pengadilan tidak bolch merugikan pihak yang tidak ikt
berperkara;

. Bahwa pertimbangan hakim (3.21), (3.22), (3.23) mengenai identitas
Tergugat juga sudah Tepat. Majelis Hakim juga menemukan bahwa
identitas Tergugat dalam gugatan tidak sesual dengan identitas yang
tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Dr. Soetomo. Dalam



V.

d

gugatan hanya disebut "Pringadi”, sedangkan dalam sertipikat tercantum
nama lengkap “Pringadi Hendradjaja". Perbedaan tersebut bukan persoalan
administratil semata. Dalam hukum acara perdata, identitas para pihak
harus jelas agar putusan dapat dicksekusi serta menghindan kemungkinan
salah subjek hukum (error in persona). Oleh karena itu, pertimbangan
Majelis Hakim mengenai ketidakjelasan identitas Tergugat merupakan
penerapan prinsip kehati-hatian yang tepat.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT

1. Bahwa Pembanding sama sekali tidak membantah adanya cacat formil
gugatan yang menjadi dasar gugatan tidak diterima (Net Ontvankelifke
Ue'rkfmi'q;.i}, 1|:I.Hpi justru menguraikan [J-:J!—-'.{:]-c. p:—:s'kara mﬁngn:nu't kﬁp&nﬂ.ﬁkﬂn
tanah.

2. Pembanding keliru menvamakan legal standmg dengan Kewenangan
menggugal sebagai ahli waris. Yang dipersoalkan Majelis Hakim bukan
status ahli waris, melainkan ketidaklengkapan pihak (plinum s
consortium) dan petitum yang meminia penerbitan Sertipikat Hak Milik atas
nama satu ahli waris saja.

3. Yurisprudensi yvang dikutip Pembanding tidak relevan, karena seluruhnva
berkaitan dengan pgugatan pengembalian harta warisan terhadap pihak
ketiga, sedangkan perkara ini juga memohon agar Kantor Perlanahan Kola
Surabaya | menerbitkan scrtipikat atas nama satu ahlhh wans, padahal
masih terdapat ahli waris lain yang mempunyai hak.

4. Putusan tingkat pertama sama sekali belum memeriksa pokok perkarsa,

hal ini sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hakim sebagai
berikut :

“3.25) Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi dari Turut Tergugat
tersebut diatas dikabulkan, dengan demikian maka materi pokok
perkara Majelis Hakim belum mempertimbangkannya, dengan
demikian gugatan Penggugat harusiah dinyaiakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard);

{3.26) Menimbang bahwa coleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterimo, maka Penggugat haruslah dihukum untuk
membayar biaya perkaru;

{3.27] Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

Oleh karena putunsan tingkat pertama sama sekalli belum memeriksa
pokok perkara, maka seluruh argumentasi mengenai jual beli, pembeli
beritikad baik, akta wasiat, maupun sejarah kepemilikan sebenarnya
tidak relevan dalam pemeriksaan banding terhadap putusan NO [Niet
Ontvankelifke Verklaard),
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Bahwa berdasarkan wuraian tersebut di atas maka mohon kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Timur cg. Majelis Pemeriksa Banding, untuk berkenan
menjatuhkan putusan sebagal berikat:

MENGADILI:
. Menolak Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
G966 /Pdt.G 2025/ PN . Sby;
3. Menghukum Pembanding semula Pengpugat membayar biaya perkara yang
timbul pada sctiap tingkatan,

f—

Hormat kami,
Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat

N

1. Sharih Nirawasi, S.H., M. H

0l

3. Hizky Firmansyah,K S.E.

6. Siti Rohmatul [zzah, S.H

T

7. Diky Arista Erianto, 5.H., 8. Ferry lrawan, S.H.,




Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Burabaya I, yang
berkedudukan di Jin. Taman Puspa Raya Blok D-10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Kota Surabaya

e

'“*\& KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTASURABAYAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Ji. Taman Puspa Raya Biok D Mo, 10 Komplek Citra Raya Sambikerep - Surabays
Telepon : 031-7401487, WA - 082132200200, email : kot-surabayal@atrbpn.go.id

&8
HQHUR:.LQDWHILE%:IE.TEM: /2026

selanjutnya di sebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan
1.

B.

Nama
NIP

Panghkat { Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

. Namas

NIP
Panghkat [ Golongan
Jabatan

. Nama

NIlP

Pangkat/Golongan
Jabatan

. Nama

NIP
Pangkat,/ Golongan
Jabatan

Nama

N1P
Pangkat/Golongan
Jabatan

. Hama

NIP

Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama
NIP
Panghkat/Golongan
Jabatan

K

uasa Khusus kepada :

SHARIH NIRAWASI, 8.H., M.H.

19701004 199403 2 002

Pembina (IV/a )

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
pada kantor Pertanahan Kota Surabaya |

RIZKY FIRMANSYAH, S.E.

19850207 201101 1 004

Penata Tk. 1 1l1/d)

Analis Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengkets
Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

IGA PURWANTI, 5. H.

19920506 202204 2 002

Penata Muda Tk, 1 [ [II/B )

Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya |
TRIVANINGSIH, S.H.

19951208 202204 2 001

Penata Muda Thk. 1 (III/b |

Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya |
ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA, 5.H.

19980730 202204 1 002

FPenata Muda Tk. 1 [ lll/b )

Analis Hulkum Pertanahan Seksi Pengendalian
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya |
SITI ROHMATUL IZZAH, 8.H.

19861203 202521 2 035

IX

Penata Layunan Operasional Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya [

DIKY ARISTA ERIANTO, S.H,

19930923 202521 1 047

X

Penata Lavanan Operasional Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

FERRY IRAWAN, 5.H.

20000205 202521 1 016

X

Penata Layanan Operasionsal Seks) Pengendalian dan Penanganan
Senghketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya |

dan Penanganan

dan Penanpganan

dan Penanganan

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan Aparatur Sipill Negara (ASN] Kantor Pertanahan
Kota Surabaya |, berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Rays,
Sambikerep, Kota SBurabaya dan email skpsbylEgmail com, yang dalam hal ini dapat bertindak
bersama-sama maupun sendin-sendin, Sclanmtnya disebut Penerima Kuasa

1. Untuk dan atas nama Kepala kantor Pertanahan Kota Surabaya | mewakili sebagal Termohon
BAnding dalam Perkara dengan Register No. 966/Pdt.G/2025/PN.8by, di Pengadilan Neger:

KHUBUB -

Surabaya antara:
1. RESTUNING HIDAYAH Sebagai PEMOHON BANDING;
MELAWAN
2, Pringadi Sebaga: TERBANDING;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA [ Schagal TURUT TERBANDING;

.-'l!ﬁ"r.-".:;.m:f.- .’;.u;!:'r".'!.-"um:' 4 .-'?:'c-_-.rr-ﬁ'jv.'
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&

2. Menghadiri Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan balk secara Konvensional maupun
e-court, untuk :
1, Menyatakan Banding, mengajukan Memeori/Kontra Memori Banding;
2. Menyatakan Kasasi, mengajukan Memori/Kontra Memori Kasasi;
3. Menyatakan Peninjauan KembalifKontra Memori Peninjauan Kembali;
4. Menerima/menolak Putusan Banding;
3, Menerima/menolak Putusan Kasasi;
6. Menolak/menerima Putusan Peninjauan Kembali.

Kuasa Khusus ini diberikan baik untuk sendin-sendini maupun bersama-sama.
Demikian Surat Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, g)JuL it

Yang menerima Kuasa,

Yang memberikan Kuasa,

- KEP.FI.L\H. EﬁﬂTDE PERTANAHAN

I

1. SHARIH NIRAWASL, S.H., M.H.
NIP. 19701004 199403 2 002

WIDA RIEARDYAN ADJIE, APtnh., M.H,, QRMP,

NIP. 19691223 1958903 1 001

2, b
WIP. 19850207 201101 1 004

- , h‘slii: hl !i-
NIP. i‘:J'!J.‘Enl"UE 202204 2 001

5. ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA, S.H.
NIP. 19980730 202204 | 002

S5.H.
3202521 2033

7. DIKY ARISTA ERIANTO, §.H.
NIP. 19930923 202521 | 047

{i\
B, EERRY IRAWAN,S.H.
NIP. 20000205 202521 1 016




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTASURABAYAI
PROVINSI JAWA TIMUR

JI. Taman Puspa Raya Bliok D Mo. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep - Surabaya
Telepan : 031-T401467, WA | 082132200200, email ; kot-surabaya | @afrbpn go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :‘:LM /ST-35.78/\M /2026

Memimbang  :a. Bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 Tentang
Organizasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan, maka selanjutnya salah satu wgas pokok Scksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah melaksanakan pengendalian
hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulsu-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu, penertiban penguassan, pemilikan dan penggunaan,
pemanfaatan tanah, dan pensnganan sengketa dan konflik, serla penanganan
perkara pertanahan,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka dibuat surat tugas ini.

Dasar 1= Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya | tanggal 02
Januari 2026 No. 19SK-3578.MP.02.01/1/2026 tentang Pembentukan Tim

Penanganan Kasus Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
= Keputusan Kepals Kuntor Pertanahan kota Sursbayva | Nomor @ 1085K-
I5.TEMPO2.01AV2026 Tentang Perubahan At Keputusan Kepals Kantor
Pertanshan Kota Sorabaya 1 No. 195K-35.78 MP.OZ.01/1/2026 Tentang
Pembentukan Tim Penanganan Kasus Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya [;
-  Pemberitahuan Banding Perkara No. 966/Pdt.G/2025/PN.Sby Tanggal 23
Juni 2026,
MEMBERI TUGAS :
Kepada ' Mama, NIP dan Jabatan sebagaimana daftar lampiran Surat Tugas.
Untuk : Menghadiri Persidangan secara konvensional maupun Persidangan secara

onling (E-cowrti, menerima / mengunduh Gugatan, menghadiri Mediasi,
mengajukan / mengunggah dan menandatangani Jawaban dan Duplik,
menerima / mengundub Replik, menverahkan Bukti-bukti, mengajukan /
menghadiri Pemeriksaan Setempat, mengajukan Saksi-saksi, membuat dan
menyerahkan / mengunggah Kesimpulan, menerima / mengunduh Salinan
Putusan, menerima [ menolsk Potusan, menvatakan Banding, mengaj:ukan
Memori / Kontra Memori Banding, menerima / menolak Putusan Banding,
menyatakan Kasasi, mengajukan Memorn/Kontra Memori Kasasi, menerima /
menolak Putusan Kasasi, menyatakan / mengajukan Peninjausn Kembali,
mengajukan Memori /| Kontra Memon Peninjauan Kembali, serta hal-hal
lainnya yang berkaitan dengan perkara dimaksud dalam art seluas-luasnya.

Surabaya, 0 1 JUL 7006
- TOR PERTANAHAN

H
3 198503 T 001
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan FEaya Arjuna No, 10-18, Kecamatan Sawahan Kega Surabaya, Jawa Tomur 60251
wow pn - rabayakota. go.id, mailkipn-surabayakors.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor 20/Pdt.GI2026/PN Sby

Saya MOH. YASIN, S.H. Jurusita Penggantl pada Pengadilan Megeri Sursbaya. atas perintah
Ketua | Majelis Hakim, dalam perkara perdata, guna melakukan pekenaan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama BRENDA KEVIN PONTO
Alamat . Dahuku  (kepatian 87 Surabaya, RT.003/RW.004, Kelurahan Alun-Alun
Cantong, Kecamatan Bubutan, Kofa Surabaya, Sekarang Tidak dikefahui
kabaradaannya
Sebagal TERGUGAT

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomaor 20/Pdt. GI2026/PN Skby hari Rabu, tanggal 10 Juli
2025, dalam perkara antara:

IRSAN KURNIAWAN..........ccccinsmasmasimasian s e 71 T T | RRRURRUPRRTPORRR - [ [ (1] - | 35
Melawan
BRENDA KEVIN PONTO.....c.cecc s masnsaimas aaas SADAGAL . srrsasasmns st s ——— Tergugat ;

yang amarmya berbunyl sebagal berikut :
MENGADILI:

Menyatakan Tergugat telah dipanggll secara sah dan patut belapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan versiek;

Menyatakan perkawinen entare Pangguogt dengen Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Pamsawinan

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3578-KWI9T12021-0002 atas nama Irsan Kumiawan dengan

Brenda Kevin Ponlo, pulus karena perceraian dengan segala akibat hukumnys;

A, Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yang bemama Vionna Kumiawan, anak kesatu
perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Mare! 2023, kepads Penggugal sebagai ayah
kandurgnya;

5 Membenikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnys, untuk bertemu dengan anaknya
tersehut, setiap wakiu;

B. Meranntahkan kepada Paniters Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk
untuk mengirim&an satu helal salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke
Kanior Dinas Kepandudukan dan Pancatatan Sipld Kot Surabaya untuk dicatat dan didafterkan dalam
dafiar yang diperuntukkan wnbuk ifu;

. Memerintahkan Fenggugal dan Tergugse! untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat
Pencatatan Sipd pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kola Surabaya, pabng lamiat 60
tenam puluh) han sejak pufusan im telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wntuk dicalet pada
Register Akta Perceraian, dibuatkan catalan pinggir pada Regster Axta Perkawinan, pencabutan
Kutipan Akla Perkawinan, serta penerbitan Kutipan Akia Percaraian:

B Menghukum Tergugat unbuk membayar bigya perkara sejumiah Rp4.450.000,00 (empat juta empat

ratus sembilan puluh ribu nupiah);

L py

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalul surat tercatal kepada Kanior Pemeriniahan Kola
Surabaya agar didempelkan pada papan pangumuman sgar diketahui oleh yang bersangkutan f
miasyarakat;

Surabaya, (¢ Juli 2026
Jurusita Pengganti
T

£ — L —

/h!_l_fE:’ 9690612 198303 1 006

Catatan ;

Pembaritabuan ini saya laksanakan melalui surat fercatat sebagaimana digtur dalam Pasal 17 ayat {2)
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Mo 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah
Agung Momar 1 Tahun 2018 tentang Adminisirasi perkara dan Persicangan di Pengadilan secara
Elektronik. Babwa untuk informasi labih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.




MAHEAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Rave Arjuno No, 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawn Timur 60251
weaay, pat-surabayakiotn go.id, medlipn-surabayakote goad

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SUARAT TERCATAT)
Nomor.150/Akte.Pdt.Banding/2026/PN.Sby
Momor. 1303 Pdt.Ethi2025/FPN Shy

Saya Kariadi Budi Iswanto, 5 H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Megeri Surabaya, atas
perinizh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini

TELAH MEMBERITAHUKAMN KEPADA :

Nama Tengku Noorina Sari di tulis juga Tengku Noorinasari

Alamat : Jalan MNgagel Wasana WV No40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barats Jays,
Kecamatan Guebeng, Kola Surabaya, berdasarkan Sural Keterangan Momor
4704230436.9 5. 272026 tanggal 3 Nopember 2025, tdak diketahul keberadaannya
dan lidak tercatat dalam kependudukan di RT.08 RW.002 Kelurahan Baratajaya

Semula ! Turut Tergugat 11

wekarang i Turut Terbanding 11

Bahwa memeri banding tertanggal 08 Jull 2026 yang disjukan secara elektronik melalul aplikasi E-Court
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya cleh:

Nama . RIFANI FAUZI, 5.H., Dkk

Pekerjaan : Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kanter Hukum "RIFAMNI FAUZL, SH &
REKAN"

Alamat i Jalan Babeden Rukun 2 No.17 Surabaya, Kelurshan Dupak, Hecamatan

Krembangan, Kota Surabaya
Selaky Kuasa dari JERRY OLIMAN
semuds . Pembantah
Sekarang  Pembanding

Alas  Pulusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  1303/PdbBth/2025/PN  Sby tanggal
22 Juni 2026, dalam perkara antara; .

Jerry Oliman sebagal Pembanding dahulu Pembantah;
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagal Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Kepadanya diserahkan pula turunan memar banding dengan pamberitahuan bahwa ia menjawab memor|
banding tersabut dengan melalul kontra memon banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang;

Adapun Pekefjgan ini saya jglankan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya unfuk ditempelkan pada
papan pengumuman dengan tujuan agar dapal diketahul olehnya sendin atau siapapun yang mengenalnya
sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya lzksanakan melalui surat tercatat sebageimana diatur dalam Pasal 17 ayat
(2] Peratyran Manhkahmah Agung (PERMA) Mo, 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengaditan secara
elekbronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negersi Surabaya.

Swabaya, 10 Juli 2026
Yang mamberitahiu /
Juresita Pangdgnti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007



KANTOR HUKUM

GPIFANT FAVZI, SH. &L REKAN

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM
B

|. Babadam Rukwm Il Mo ¥ Suab . HP DS 333313350 2 HFS181E1Egm E-msil; fifan

MEMORI BANDING

Perkara Nomor: 1303/Pdt.Bth/2025,/FPN.Sby

Diar: :
JERRY OLIMAN

Keberatan Terhadap
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

NO. 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by Tanggal 22 Juni 2026

Perkara Antara

- JERRY OLIMAN, sebagil.....ccisacicismrsnssassssssssnasnnssnnns S PEMBANDING.
MELAWAN

- JOHN RANHARTEN LIMANTO, 88Dagal . ..o rrrmimsmsmsrrersrenssssnisers s e T DABANDING

- Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWARN, sebagai .......... TURUT TERBANDING I

- Nyonya TENGEUHANDAYANI, sebagal .........cooocincecicicanninn TURUT TERBANDING I1

- Nyonya TENGEU NOORINA SARI, sebagai.....cc..covsverinsrnnn TURUT TERBANDING III.

Surabaya, 8 Juli 2026

Eepada Yth,
Eetua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jalan Sumatera No. 42
D=
Surabaya

Melalui:

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno No.16-18
Surabaya

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : RIFANI FAUZI 5.H
Tempat/Tgl lahir  : Banjarmasin, 27 November 1968

s == === = e ——
Rifanmi Fauzi, 5.H. &Rekan Halarman 1




Jenis kelamin
Agama
Alamat
Pekerjaan
Status kawin
Pendidikan
Nomor KTA
Berlaku KTA

. Nama
Tempat/Tgl.Lahir
JenisKelamin

Agama
Warga Negara
Alamat

Pekerjaan
Status Kawin
Pendidikan
Nomor KTA

. Nama
Tempat/Tgl.Lahir
Agama
Warga Negara
Alamat
Pekerjaan
Status Kawin
Pendidikan
Nomor KTA

: Laki-Lald

:Islam

: Jalan Babadan Rukun Il No 17 Surabaya
: Advokad

: Budah Menikah

: Strata 1 [Imu Hukum

1 86.10481

: Hingga 31 Desember 2027

: MUHAMMAD RIFAHMI ,5.H.

: Surabavya, 18 Mei 1887

: Laki-laki

s Islam

: Indonesia

: l.Bandar Gg.IV Belakang No.38C RT.03 RW.03, Sepanjang,

Taman, Kab.Sidoarjo

: Advokat

: Belum Menilah

: Strata 1 llmu Huleum

: 22.1065, Berlalu Hingga 31 Desember 2026

: M. BANDY YULIANTO, 5.H., M.H.

: SIDOAR]O, 28 AGUSTUS 1536

: Islam

: Indonesia

: Sambibulu Rt.003/Rw.001, Taman , Kab.Sidoarjo
: Advoloat

: Balum Menikah

: Strata 2 [Imu Hulum

: 24.022588, Barlaku Hingga 31 Desember 2027

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “RIFAN FAUZISH
& REKAN", berkedudukan di Jalan Babadan Rukun II No.17 Eelurahan Dupalk,
Kecamatan KErembangan, KEota Surabaya, dan dengan alamat Elektronika (E-Court) :
rifanipengacaraf@gmail com, serta HP Nomor 081333313380, selanjutnya disebut
PENERIMA KUASA, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surabaya, 27 Juni 2028 (terlampir dalam
berkas), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Nama : JERRY OLIMAN

Tempat/Tgl Lahir :Surabaya, 24 Juli 1966

Umur : 58 Tahun

Jenis kelamin : Laki-lalki

Agama : Katholile

Warga Negara : Indonesia

Status : Kawrin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Wonorejo Permai Selatan 2/7 CC-139 RT.00T7 RW.008
Eel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

ETP/NIE : 3515182407660003
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dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kantor
kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING

Bahwa PEMBANDING pada hari Jum'at, Tanggal 03 Juli 2026, telah menyatakan
permohonan untuk pemeriksaan banding pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya, melalui Aplikasi E-Court sebagaimana tersebut dalam AKTA
FPEFMOHONAN BANDING SECARA ELEETRONIK (E-court)
No.150/Akta.Pdt. Banding,/2026/PN.5by Jo. No.1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by, sehingga
permeohonan ini memenuhi syarat huleum sebagai permohonan banding yang sah.

Dengan ini PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 2026, Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN.Sby, yang
amarnya berbunyi antara lain sebagai berilot

MENGADILI :
Dalam Provisi:
Menolak tuntutan Provisi Pembantah;
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan bantahan Pembantah fidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menghykum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumilah Rp7.825.000,00
{Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima nbu rupiah);

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Banding oleh Pembanding,
adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
memutus perkara a quo, karena tidak cokup pertimbaangannya (Onveldoende
gemotiveerd) dalam pertimbangan hultum dan faktanya.

Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip metiveringsplicht yang
mengharuskan pertimbangan hakim terperinci, sehingga peradilan tingkat lebih
tinggi dapat memahaminya. Keharusan ini diantaranya dapat ditemukan dalam
Undang-undang KEekuasaan KEehakiman

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut dibawah ini :
I. Terbanding Bukan Pemilik Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak teliti dan tidak cukup
pertimbaangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dalam periimbangan
hukum dan faktanya dalam perkara a quo.

- Bahwa Pembanding sangal keberatan dengan diterbitkannya Penetapan
Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/PN S5by, menurut pembanding penerbitan
Penetapan Eksekusi Neo. 32/Pdt.EKS/2025/FPN.Sby tersebut didasarkan pada
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hasil resume yang tidak teliti dan cenderung gegabah terhadap putusan
No.182/Pdr.G/2012/PN.Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.5Sby Jo. No.1860 E/PDT/2014
Jo. No.301 PK/PDT/2018,

- Bahwa dalil Terlawan dalam perkara a quo, dalam hal membeli Obyek
sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100,00 M* yang terlatak
di Jalan Bratang Jaya 58 Blok AS10 Surabaya, adalah berdasarkan atas Akta
Pengikatan Jual beli No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dibuat di
hadapan pejabat Notaris Herman Soesilo.

- Bahwa menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah kesapakat
awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan yang belum
dapat dilakukan transaksi AJB (Akta Jual Beli), dimana berdasarkan hukum

L1241 '

.|1'|I A AdlDEdanig o N prDAanding

anva fanji antalk melalkuakan

bukti peralihan halk atas tanah, melainkan h

- Bahwa dalam Amar Putusan Peninjaukan Kembali (PK) Nomor : 301
PE/Pdt/2019 (Bulcti Pilw-8), pada point 2 yang berbunyi : “...terhadap hak milik
Penggugatl Rekonpensi Tergugal [V Konvensi,...".

sedangkan pada point 3 berbunyi : “Menyatakan secara hukum yang sah afas
obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya..."

- Bahwa dengan demikian putusan Peninjauan Kembali Nomor : 301 PE/Pdt/2015
mengandung kesalahan yang fatal karena pertimbangan dan putusan
Peninjauan Kembali (PK) tersebut oleh Hakim Aqung PKE, sudah dianggap
tanah Obyek Sengketa menjadi milik Pembanding/Terlawan, padahal
masih PP]B atas bangunan bukan atas tanahnya, maka selanjutnya penerbitan
Penetapan Ekselkusi No. 32/Pdt. EKS/2025/PN Sby, mengandung cacat hukum,
dimana tidak secara cermat dan tidak telii mengenai persoalan kepilikaan
Obyek Sengketa dalam perkara a quo.

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) didefinisikan oleh Peraturan
Pemerintah No.12 Tahon 2021 dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi sebagai
berikut :

“Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang
selanjutnya disebu! PPIB adalah kesepakatan anfara pelaku pembangunan
dan seliap orang uniuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun
yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan
untuk Rumah susun alau dalam proses pembangunan uniuk Rumah tunggal
dan Rumah deret yang dibuat di hadapan nofaris”,

- Bahwa dalam Putusan Mahakamah Agung (MA) No.3753 K/Pdt/2020, telah
menampilkan Kaidah Hulum, bahwa PPJB belum memindahkan hak
kepemilikan Obyek perjanjian dari pemiliknya. Halkim Kasasi menyatakan
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bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan :
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT,

- Bahwa terdapat kasus serupa dengan Putusan dalam Putusan Mahkamah
Agung MA No.3753 K/Pdi/2020 yang terjadi di Sleman melalni Putnsan
No.170/Pdt.G/2025/PN.5mn. Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah
hukum Putusan MA No.3753 E/Pdi/2020 secara eksplisit sebagai berilout ;

1. PP]B bersifat obligatoir, hanya menimbulkan hak dan kewajiban

untuk membuat AJB, sehingga tidak mengalihkan hak milik atas
tanah

2. Peralihan hak atas tanah baru terjadi secara hukum jika sudah dibuat
Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai Pasal 37 ayat(l) PP 24 Tahun
1997 dan didaftarakan ke Kantor Pertanahan

3. Pembeli yang hanya memegang PPJB lunas, tidak memiliki hak
kebendaan atas tanah. Jika penjual menjuoal lagi ke pihak ketiga
dengan AJB yang sah, maka pembeli PPJB hanya memiliki hak
menuntut Ganti ragi secara perdata kepada penjual.

- Bahwa berkaitan dengan perkara a quo peralihan hak atas tanah harus
tunduk pada Ferda No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, yang mana
hal ini masuk dalam otonomi daerah.

Bahwa untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Parda
No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, haruslah :

- benar-benar menguasasi fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2018 dan

- adanya terlebih dahulu persetujuan pengalihan [PT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016.

Dengan demilkian Pembanding/Terlawan bukan sebagai pemilik Obyelk
sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka tentunya Eetua Pengadilan
Negeri yang mencermati perkara a que bisa mengeluarkan putusan non-
executable terhadap perkara No.TB2/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo.
376/PDT/2013/PT.Sby Jo. Ne.1660 K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019
tersebut,

. W, ad f _hukum  tersebut, Termochon
Banding/Terlawan bukan sebagai pemilik akibat belum adanya
peralihan hak berupa jual beli yang sah (A]B) yang mengharuskan adanya
persetujuan pengalihan [PT dari Kepala Dinas berdasarkan Pasal 8 Ayat (2)
Perda No.3 Tahun 2016 dan Penguasaan fisik Tanah, maka tentunya Ketua
Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a quo seharusnya

mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara

No.I82/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.lE660
E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut.
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Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali No.301 PE/PDT/2019 (Bulkti Flw-
5) dalam perkara a gquo, untuk pengosongan atas Obyek Sengketa tidak
bisa dijalankan dan tidak biza dilakksanakan, karena
Terbanding/Terbanding bukan pemilik yang sah vyang dapat
mengosongkan Obyek senglketa dalam perkara a quo.

II. Perkara A Quo Seharusnya Memakai Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Yang Dikeluarkan
Pemerintah Kota Surabaya.

.

Berdasarkan Bukti Plw-2, Flw-3, Plw-4 dan Plw-5 berupa putusan-putusan
yang berkaitan dengan perkara a quo, hingga dikeilunarakannya Penetapan
Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.5by (Bukti Plw-1), dapat dibuktikan
tidak ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menggunakan dasar
hukum Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN
PEMAKAIAN TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai
Peraturan khusua untuk Obyek Sengketa.

Dengan demilkian Penetapan Ekseltusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Shy
mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dijalankan (Non
EXECUTARLE)

Berdasarkan TUJUAN dari PERATURAN DAERAH EOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, sebagaimana terlihat
dalam Pasal 2 Peraturan Daesrah (Perda) tersebut, yang berbunyi :

“Tufuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka tertib
administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai bentuk pengendalian atas
pemakaian tanah milik dan/fatau dikuasai Permerintah Daerah oleh pihak
lain."

Dengan demikian dapat dibuktikan persoalan Obyek Sengketa berupa Ruko
Jalan Bratang Jaya 53 Blok A/10 Surabaya (Bukti Plw-8), haruslah
berdasarkan dan mengikuti ketetapan Pemerintah Daerah Kota
Surabaya NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH
(Bulkti Plw-139), dalam rangka tertib administrasi pamanfaatan tanah serta
sebagal bentuk pengendalian tanah yang dimiliki dan fatan dikuasai
Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Dengan demikian pula dapat dibuktikan Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 782/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-
2), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby
tanggal 19 September 2013 (Bukti Plw-3), Putusan MA Nomor : 1660
E/Pdt/2014 tanggal 19 Maret 2015 (Bukti Plw-4) dan Putusan PK Nomer : 301
PE/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (Bukti Plw-5), tersebut tidak cukup
pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak
menggunakan Dasar Hukum PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
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“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.”
Berdasarkan Peraturan Daerah ]ra.ng dikeluarkan Pemerintah Kota Su.m.ba.]ra.

4. Berdasarkan bunyi Pasal 3 (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, telah
menyatakan :

“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyala-nyala menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Perda Ne.3 Tahun 2016
tentang Izin Pemakaian Tanah, telah dijelaskan :

“Yang dimaksud pihak yang senyala-nyala menguasai adalah pihak yang
menguasai secara fisik tanah”.

Berdasarkan Pasal 3 (1) dan penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 tersabut,
dapat dibuktikan untuk mendapatkan Izin Pemakaian Tanah adalah
pihak yang memerlukan afau senyala-nyala menguasai secara fisik
Tanah milik Pemerintah Kota Surabaya Tersebut, sehingga dapat

dibuktikan dalam Bukti Plw-1, dan Bukti Plw-1]1 sampai dengan Bulkti

Plw-138, Pembanding/Pelawan nﬂﬂah_n!hsk_zmn_ﬂmm
; , sehingga

Pemhmd.h:lgu"l"ellwu hanh.lirkan hu.'ll:nm dintamkan dapat
mendapatkan Izin Pemakaian Tanah darl Pemilik Tanah yaitu
Pemerintah Kota Suarabaya.

Berdasarkan bukti Plw-1, Terbanding/Terlawan merupakan pihak yang
mengajukan pengosongan atas tanah dan bangunan Obyek sengketa, maka
dapat dibuktikan dalam perkara a quo Terbanding/Terlawan bukan pihak
yang senyata-nyata menguasai tanah milik / diknasai Pemerintah Daerah
Kota Surabaya.

5. Berdasarkan Bulkti Plw-1]1 sampai dengan Bukti Plw-35, dapat dibuktikan
Pembanding/Pelawan sejak tanggal 12 Juni 2009 sudah menguasai fisik tanah
dan bangunan obyek sengketa dengan cara menyewa kepada Turut Terlawan
I, I dan MI/Para Turut Terbanding, yang kemudian berdasarkan Bulkt Plw-35
sampai dengan Bulkti Plw-138 dapat dibuktikan penguasan cbyek sengketa
secara nyata oleh Pelawan dengan cara membeli (Berdasarkan Bukti Plw-2
dapat dibulktikan saksi-saksi Penggugat/Pelawan a quo menyatakan
FPemohon Banding/Pelawan membeli dari Para Turat Terlawan) secara
angsuran kepada Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding dan akan
dibayar secara lunas oleh Pemohon Banding/Pelawan, setelah Para Tuarut
Terbanding/Para Turut Terlawan a quo sebagal ahli waris Tengku Aseng
sebagai pemegang [zin Pemakaian Tanah ([PT), meminta kepada Pemkot
Surabaya menerbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang beralih ke ahli waris
yang dalam hal ini adalah Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan.
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Berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara a quo Para Turut Terlawan,
sudah dipanggil secara patut dan telah pula dipanggil secara umum melalui
Koran, namun tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian terbulkt
Para Turut Terlawan sebagai ahli waris, telah melepasakan haknya atas Tanah
dan Bangunan Obyek Sengketa,

Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding/Pelawan,
fakta senyatanya Pemohon Banding/Pelawan adalah pihak yang menguasai
Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blek A/10 Surabaya
tersebut, dan faktanya Tengku Aseng sebagai pemegang IPT telah meninggal
dunia pada tanggal 8 Juli 2005 (berdasarkan Bukti Plw-7 dan Plw-B serta
dalam Bukti Plw-Z2 sebagai bukti Tergugat IV sekarang Termohon
Banding/Terlawan a quo), sehingga Pelawan berhak untuk selanjutnya
mengajukan Izin Pemakaian Tanah (IPT), karena Pelawan secara nyata-
nyata menguasai fisik Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, dan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) telah berakhir karena pemilik IPT (Tengku
Aseng) meninggal dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan IPT.

6. Berdasarkan Pasal 10 Peramuran Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyebuthkan :
“IPT dapat berakhir apabila :

1. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanfjang
IPT sesuai dengan kefentuan yang berlaku;
4. alas permintaan sendiri;
3. pemegang IPT meninggal dunia;
4. IPT dicabul.
Dalam Pasal 11 ayat (1) manyebutkan :
“Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas unfuk mendapatkan
IPT sesuai ketentuan yang berlaku"”.

Berdasarkan Bukti Flw-8 berupa [zin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama
Tenglku Aseng berakhir pada tanggal 8-12-2008, wyang kemudian
berdasarkan Bukt Plw-7 dan Bukti Plw-8 (juga ada dalam Bukti Flw-2 sebagai
bukti Tergugat [V sekarang Termohon banding/Terlawan a quo),
membuktikan Tenglu Aseng meninggal pada tanggal 8 Juli 20035, sehingga
Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Tengku Aseng berdasarkan pasal 10
huruf ¢ Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAEAIAN TANAH,
telah berakhir sejak Tengku Aseng meninggal dunia pada tanggal B Juli 2006.

Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bukti Plw-138, Pemohon
Banding/Pelawan dapal membuktikan, Pelawan telah secara nyata-nyata
menguasai fisik Obyek Sengketa dengan cara menyewa dan membeli fisilk
Obyek Sengketa dar Para Turut Terlawan sebagai ahli waris Tengku Aseng
sebagai pemegang [zin Pemakaian Tanah (IPT). S8ehingga secara serta merta
Pemchon Banding/Pelawan bisa langsung mengajukan Izin Pemakaian Tanah
(IPT} karena Pelawan sebagai pihak yang secara nyata-nyata menguasai
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Obyek Sengketa, dimana disebabkan ahli waris Tengku Aseng yakni Para
Turut Terlawan tidak meneruskan perpanjangan [PT.

Berdasarkan hukum sejak pemilik IPT yaita Tengku Aseng meninggal
dunia pada tanggal B Juli 2005 maka Tanah milik Pemerintah Kota
Surabaya kembali menjadi tanah milik Pemkot Kota Surabaya (negara).
Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup
Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata (BAE 12) menjelasakan
mengenai salah satn syarat eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-
executable) adalah Perubahan status tanah menjadi milik negara.

7. Dalam perkara a que, TerBanding/Terlawan dalam hal membeli Obyek

dengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100,00 M* yang
terletalk di Jalan Bratang Jaya 58 Blok A/10 Surabaya, adalah berdasarkan atas
Akta Pengikatan Jual beli (FPJB) No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang
dibuat di hadapan pejabat Notans Herman Soesilo,
Bahwa menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah
kesapakat awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan
yang belum dapat dilakukan transaksi AJB (Akta Jual Beli), dimana
berdasarkan hukum dalam perkara a quo, Akta Pengikatan Jual beli No.0O4
tertanggal 3 Februan tahun 2010 yang dipegang oleh Terlawan bukan bulti
peralihan hak atas tanah, melainkan hanya janji untuk melakukan transaksi
jual beli, dimana faktanya Termohon Banding/Terlawan tidak melakukan jual
beli (AJB) dengan Para terlawan dan Tidak mempunya persetujuan
pengalihan [PT dari kepala Dinas

Bahwa dengan demikian penerbitan Penetapan Eksekusi No.
32/Pdt.EKS/2025/PN Sby, mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai persoalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo, dimana berdasarkan Pasal | angka 6 Perda No.3 Tahun
2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, menyatakan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Permerintah Daerah."

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2018, menyebutkan :
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayal (l) huruf b dan horuf ¢, harus
terlebih dahulu mendapathan persefujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Dengan demildan Akta Pengikatan Jual beli (PPJB) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman Scesilo,
mengadung cacat hukum untuk membeli Obyek Senketa, karena tidak
terlebih dahulu mendaptkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas.

Mala dapat dibuktikan tanah Obyek Sengketa adalah milik Pemerintah
Kota Surabaya. Untuk dapat tanah milik Pemerintah Hota Surabaya,
berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah,
haruslah :
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- benar-benar menguasasi fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

- adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas berdasarkan
Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016.

Dengan demikian Termohon Banding/Terlawan bukan sebagai pemilik
Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan pengalihan [PT dari
Eepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka tentunya Ketua
Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a gqueo seharusnya
mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
Mo.T82/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.Sby Jo. No.1660
E/PDT/2014 Jo. No.201 PE/FPDT/2019 tersebul.

B. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERATURAN DAERAH EKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
“Pemakailan tanah diizinkan kepada pihak yang memeriukan afau yang
senyata-nyata menguasal bafk perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah™.

Berdasarkan Bukti Plw-1 membuktikan Obyek Sengketa perkara a quo
diluasai dan ditempati oleh Pembanding/Pelawan. Dimana hal tersebut
dapat dibuktikan dalam kesaksian- kesaksian saksi-saksl yang menjelaskan
Pelawan / Penggugat orang yang menyewa sebagaimana disebut dalam
kesaksian dalam Bukh Plw-2.

Berdasarkan faktanya, Pembanding/Pelawan adalah pihak yang senyata-
nyata menguasai Obyek Sengketa, maka berdasakan hukum Pasal 3 ayat
{1) Peraturan Daerah NOMOR 3 TAHUN 2016 tentang Izin Pemakaian
Tanah (IPT), Pelawan yang senyata-nyata menguasai tanah Obyek
sengketa, merupakan pihak yang bisa mendapatkan Izin dari
Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik tanah (vide Pasal 1 angka 6
Perda Kota Surabaya No.3 Tahaun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah).
Dengan adanya Bukti Plw-11 sampai dengan Bukt Plw-138, membulktikan
Pembanding/Pelawan awalnya adalah mengontrak yang kemudian membeli
dengan cara Angsuran, maka Pembanding/Pelawan merupakan pihak yang
menguasai tanah Obyek Sengketa yang merupakan milik Pemliot Surabaya,
sehingga berdasarkan hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2018.

8. Berdasarkan Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5 berupa putusan-putusan
yvang berlkaitan dengan perkara a quo, hingga dikeluarakannya Penatapan
Ekselrusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/FN.5by (Bukti Plw-1), tidak ada mengenai
Peninjauan Setempat (PS).

Dalam praktelnya, untuk menghindari status non-executable pada perkara
perdata ketua Pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No.T tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana Hakim
diwajibkan melalkukan Pemeriksaan Setempat (Descente), guna memastikan
letak, luas dan batas obyek sengketa serta diketahuinya tanah obyek
sengketa dicatatan desa/Kelurahan milik siapa. Untuk itu dalam prakteknya
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Majelis Hakim akan menyurati dan mengundang kepada Desa/kelurahan
untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Dengan adanya Pemeriksaan Setempat bisa diketahui status tanah Obyek
Sengketa, yang ternyata Pemiliknya adalah Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakain Tanah

Dalam Pasal 1 angka 6 PERATURAN DAERAH EOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah. "
Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Burabaya,

dapat dibuktikan Tanah Obyek Sengketa perkara a guo adalah tanah

rang aimuliixl/ dikuasal oleh Pemerintan Daeran hota surabaya

Dengan demildan terbukti, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomeor :
182/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-2), Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 378/Pdt./2013/ PT.Sby tanggal 19
September 2013 (Bukti Plw-3), Putusan MA Nomer : 1660 K/Pdt/201 4 tangegal
18 Maret 2018 (Bukti Plw-4) dan Putusan PK Nomor : 301 PK/Pdt/2018 tanggal
23 Oktober 2018 (Bukt Plw-5),mengandung cacat hukum., Sehingga
Penetapan Penetapan Ekselusi Nomor 32/Pdt.Eks/2028/PN.Sby vyang
dilawan oleh Pelawan, tidak dapat dijalankan (Non EXECUTARBLE)

10. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG [ZIN FEMAKAIAN TANAH Pasal 8 ayat (1), Pengalihan IPT
disebablcan hal-hal sebagai berikut ;

a. pewarisan bangunan yang berdiri diafas fanah IPT;
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah [PT;

¢. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Avat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahuly mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasarkan Perda NOMOERE 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beh tanah dan Bangunman Obyek sengketa
perkara a gquo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a guo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak
pernah membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam
Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan
pengalihan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah
Kota Surabavya.

11.Berdasarkan bukii Plw-5, Pelawan keberatan denganm putusan
Peninjanan Kembali (PK) Nomor : 301 PE/Pdi/2019 tanggal 23 Oktober

2019, pada Putusan point 3 yang berbunyi :
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“Menyatakan secara hukum yang sah atas obyek berupa sebidang
tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya telah dibeli sah oleh
Penggugat Rekonpensi/Tergugal IV Kenvensi™

Berdasarkan Bukti Plw-5 tersebut membulktikan adanya pembelian
bangunan diatas tanah IPT oleh terlawan, padahal berdasarkan hukum
Ferda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam Pasal
8 ayat (1), Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebacgai berilut :

d. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah [PT:

b. hibah bangunan yang berdiri diatas lanah IPT;

€. jual beli bangunan yang berdiri dialas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Avyat (2)
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persefujuan pengalihan IPT dari Kepala
.D.f.ﬂﬂ.'ﬂ'".

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a quo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak pernah
membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam Buldti Plw-2,
Flw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan [zin
Pemakaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya. Dengan
demikian Ikatan Jual Beli (Bukti Plw-7 / ada dalam Bukti Plw-2) oleh
Terbanding/Terlawan dengan Para Turut Terlawan melanggar pasal 8 ayat
(2) Perda No.3 Tahun 2018 tentang IPT.

Dengan tidak adanya terlebih dahulu persefujuan pengalihan IPT dari
Kepala Dinas, membuktiltan Ikatan Jual Beli (PPJB) dan bangunan atas
Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Terbanding/Terlawan tidak sah
karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana Perda NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH,

Berdasarkan seluruh bukti danm dalil-dalil yang disampaikan
Pembanding/Pelawan dalam perkara a quoe dapat dibuktikan
Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Eksekusi Nomeor
32/Pdt.Eks/2025/PN.5by, adalah benar karena tidak sesuai hukum yang
berlaku yaitu Perda No.3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah,
karena tanah mililk Pemerintah Kota Surabaya, dimana seharusnya
dengan adanya otonomi Dasrah dan kekhususan penggunaan tanah dan
bangunan obyek sengketa maka harus menggunakan dasar hukum
Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Penggugaan Tanah. Sehingga
dengan demikian terbukti Pelawan dalam perkara Perlawanan ini
merupakan Pelawan yang benar.
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Berdasarkan seluruh uraian keberatan diatas, Pembanding/Pelawan mohon agar
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya/Majelis Haldm yang memeriksa perkara ini untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Membatalltan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.1303/Pdt.Bth/2025/PN.Sby Tanggal 22 Juni 2026

Mengadili sendiri :

Memutuskan :
l. Mengabukan Gugatan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara.

Demikian Memori Banding dari Pembanding/Pelawan telah disampaikan, atas
perhatinnya dincapkan Terimalkasih.

e ——
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURAEBAYA

Jalan Baya Arjune Mo, 16-18, Kecomatan Sawahan Kota Surabays, Jawa Timur G025
warw, pri-surabayakota goid, malfpn-surabayakotn goid

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SUARAT TERCATAT)
Nomor.150/Akte Pdt.Banding/2026/PN.Sby
HNemor, 1303/PdLBIR2025/PN Sby

Saya Karadl Budi lswanto, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan MNegeri Surabaya, atas
penntah Ketua Pengadilan Megeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama ¢ Plk Indah Wati Gunawan

Alamat . Jatan Ngepel VWasana V MNo. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barats Jaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Katerangan Nomor
470V423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Mopember 2025, tidak diketahui keberadaannya
dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya

Semula ; Turut Terbantah |

Sekarang . Turut Terbanding |

Bahwa memerl banding tertanggal 08 Jull 2026 yang diajukan secara elekironik melalui aplikasi E-Court
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya cieh:

MNama . RIFANI FAUZI, 5.H., Dkk

Pekerjaan  © Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RIFANI FAUZI, SH &
REKAN"

Alamat . Jalan Babadan Rukun 2 No.17 Surabaya, Kelurashan Dupak, Kecamatan

Krembangan, Kota Surabaya
Selaku Kuasa dari JERRY OLIMAN
Semula  Pembantah
Sekarang . Pembanding

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya MNomor 1303/Pdt.Bth/20256/PN  Sby tanggal
22 Juni 2026, datam perkara antara:

Jerry Oliman sebagal Pembanding dahulu Pembantah;
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai Terbanding dahulu Terbantah;
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagal Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Kepadanya diserahkan pula furunan memori ﬁanding dengan pemberniahuan bahwa ia menjawab memori
DEI‘IdII‘IQ fersebut I.‘:'E!'lg'al'l miedalul kontra mamori I.'.IE.I'IIJII'Ig dalam I.El'lggaﬂ-g waktu sena.galmana ditetapkan
dalam Undang-Undang,

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya uniuk ditempelkan pada
papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui clehnya sendiri atau siapapun yang mangenalnya
sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat lersampaikan

Pamberitahuan Inl 2aya laksanakan melalul surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat
(2} Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) Moo 7 Tahun 2022 tenlang Pervbahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomar 1 Tahun 2019 tentang Adminisirasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara
elekironik. Bahwa uniuk informasi lebih lanjul dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 10 Juli 2026
Yang memberitahu /

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 18750401 201212 1 007




KANTOR HUKUM

.@Mﬂm FAUVZI, SH. L REKAN
=t .

ADVOKAT = KONSULTAN HUKUM

I Babadan Rukue || No.17 Surabiya. HP: 081 8333 13350  HP: 081515148120 E-mail:

MEMORI BANDING

Perkara Nomor : 1303/Pdt. Bth/2025/PN.Sby

Dari:
JERRY OLIMAN
Keberatan Terhadap
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NO. 1303/Pdt.Bth/2025/PN.Sby Tanggal 22 Juni 2026

Perkara Antara
- JERRY OLIMAN, sebagai.....ccciciareiansnnisnrisnisnsssnsssssnssasesesss PENIBANDING.
MELAWAN
- JOHN RANHARTEN LIMANTO, s8Bagal ...cocoorerimemsmmmimsmsmrmssrnnrssssiarasss TERBANDING
- Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWAN, sebagai ......... TURUT TERBANDING I
- Nyonya TENGEU HANDAYANI, sebagai ....c.ccconvrersrinanansnnanss TURUT TERBANDING II
- Nyonya TENGKU NOORINA SAR] sebagai............coce e, TURUT TERBANDING II1.

surabaya, 8 Juli 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jalan Sumatera No. 42
Di-
Surabaya

Melalus:

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno No.18-18

Surabaya
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
1. Nama : RIFANI FAUZI 5.H

Tempat/Tgl lahir  : Banjarmasin, 27 November 1968
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Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Babadan Rukun Il No 17 Surabaya

Pekerjaan : Advokad

Status kawin : Budah Menikah

Pendidikan : 8trata | llmu Hukum

Nomor KTA : 96.10491

Berlaku KTA : Hingga 31 Desember 2027
2. Nama : MUHAMMAD RIFAHMI S H.

Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya, 19 Mei 1397

JenisKelamin : Laki-lalki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : l.Bandar Gg.IV Belakang Neo.38C RT.02 RW.03, Sepanjang,

' Taman, Kab.Sidoarjo

Pekerjaan : Advokat

Status Kawin : Belum Menikah

Pendidikan : Strata 1 IImu Hukum

Nomor KTA : 22.1068, Berlaku Hingga 31 Degsember 2026
J. Mama : M. BANDY YULIANTO, 5.H., M.H.

Tempat/Tgl.Lahir :SIDOARJO, 28 AGUSTUS 1936

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Sambibulu Rt.003/Rw.001, Taman , Eab.Sidoarjo

Pekerjaan : Advolkat

Status Kawin : Belum Menikah

Pendidikan : Strata @ llmu Hulkam

Nomor KTA : 24.02258, Berlaku Hingga 31 Desember 2027

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hulum “RIFAN Fa UZ1 SH

& RERKAN", berkedudukan di Jalan Babadan Rukun II No.17 Kelurahan Dupak,
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan dengan alamat Elektronika (E-Court) :
rifanipengacara@gmail.com, serta HP Nomor 081333313350, selanjutnya disebut
PENERIMA EUASA, bertindak bailk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surabaya, 27 Juni 2026 (terlampir dalam
berkas), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Nama : JERRY OLIMAN

Tempat/Tgl Lahir  : Surabaya, 24 Juli 1968

Umur : 58 Tahun

Jenis kelamin : Lald-laki

Agama : Katholik

Warga Negara : Indonesia

Status ; Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Wonorejo Permai Selatan 2/7 CC-138 RT.007 RW.006
Eel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

KETR/NIE 1 3515182407650003

P e e e  —
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dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kantor
kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan untuk itu selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING

Bahwa PEMBANDING pada hari Jum'at, Tanggal 03 Juli 2026, telah menyatakan
permohonan untuk pemeriksaan banding pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya, melalui Aplikasi E-Court sebagaimana tersebut dalam AKTA
PERMOHONAN BANDING SECARA ELEETRONIK {E-court)
Ne.150/Akta.Pdt.Banding/2028/PN.Sby Jo. No.1303/Pdt.Bth/2025/PN.Sby, sehingga
permohonan ini memenuhi syarat hukum sebagal permohonan banding yang sah.

Dengan ini PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 2026, Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by, yang
amarnya berbunyi antara lain sebagai berilkut :

MENGADILI :
Dalam Prowvisi:
Menolak tuntutan Provisi Pembaniah;
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapal diterima (niel entvankelijke verklaard);

Menghukum Pembantah unfuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.5325.000,00
{Tujuh juta Sembifan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Banding oleh Pembanding,
adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Halim Tingkat Pertama yang
memutus perkara a quo, karena tidak cukup pertimbaangannya (Onvoldoende
gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan faktanya.

Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip motiveringsplicht yang
mengharuskan pertimbangan hakim terperinci, sehingga peradilan tingkat lebih
tinggi dapat memahaminya, Keharusan ini diantaranya dapat ditemukan dalam
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut dibawah ini :
I. Terbanding Bukan Pemilik Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli

- Bahwa Majelis Hakim Tingka! pertama tidak telii dan tidak cukup
pertimbaangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dalam pertimbangan
hukum dan faktanya dalam perkara a guo.

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan diterbitkannya Penetapan

Eksekusi No. 32/Pdi.EKS/2025/PN Sby, menurut pembanding penerbitan
Penetapan Eksekusi No. 33/Pdt.EKS/2025/FN.Sby tersebut didasarkan pada

w
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hasil resume yang tidak teliti dan cenderung gegabah terhadap putusan
No.782/Pdt.G/2012/PN.5by Jo. 376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1860 K/PDT/2014
Jo. No.301 PE/PDT/2018.

Bahwa dalil Terlawan dalam perkara a gque, dalam hal membeli Obyek
Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100,00 M? yang terletak
di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya, adalah berdasarkan atas Akta
Pengikatan Jual beli No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dibuat di
hadapan pejabat Notaris Herman Soesilo.

- Bahwa menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah kesapakat
awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan yang belum
dapat di an transaksi AJB (Akta Jual Beli), dimmana berdasarkan hukum

L 1811 15§ 1

- Bahwa dalam Amar Putusan Peninjankan Kembali (PK}) Nomor ; 301
PE/Pdt/2019 (Bukti Plw-5), pada point 2 yang berbunyi : “...ferhadap hak milik
Penggugat Rekonpensi/Tergugat [V Konvensi,...".

sedangkan pada point 3 berbunyi ; “Menyatakan secara hukum yang sah atas
obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdin di atasnya..."

- Bahwa dengan demikian putusan Peninjauan KEembali Nomeor : 301 PE/Pdt/2019
mengandung kesalahan yang fatal karena pertimbangan dan putusan
Peninjauan Hembali (PK) tersebut oleh Hakim Agung PK, sudah dianggap
tanah Obyek Sengketa menjadi milik Pembanding/Terlawan, padahal
masih PP]B atas bangunan bukan atas tanahnya, maka selanjutnya_penerbitan
Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EEKS/2028/FN Sby, mengandung cacat hukum,
dimana tidak secara cermat dan tidak teliti mengenai persoalan kepilikaan
Obyek Sengketa dalam perkara a quo,

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP[B) didefinisikan oleh Peraturan
Pemerintah No.12 Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi sebagai
berikut :

"Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan fual Beli yang
selanjulnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan
dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau safuan Rumah susun
yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan
untuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan unfuk Rumah tunggal
dan Rumah derei yang dibuafl di hadapan nolaris™.

- Bahwa dalam Putusan Mahakamah Agung (MA) No.3753 E/Pdt/2020, telah
menampilkan Kaidah Hukum, bahwa PPJE belum memindahkan hak
kepemilikan Obyek perjanjian dari pemiliknya. Hakim Kasasi menyatakan

e e e e B ———————
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bahwa sesuai ketentuan Pasal 3T ayat (1) PP 24 Tahun 19397 menyebutkan :
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Bahwa terdapat kasus serupa dengan Putusan dalam Putusan Mahkamah
Agung MA No.3783 K/Pdt/2020 yang terjadi di Sleman melalni Putusan
No.17T0/Pdt.G/2026/PN.5mn. Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah
hulum Putusan MA Ne.3753 K/Pdt/2020 secara eksplisit sebagai berikut ;

1. PP]B bersifat obligatoir, hanya menimbulkan hak dan kewajiban
untuk membuat A]B, sehingga tidak mengalihkan hak milik atas
tanah

2. Peralihan hak atas tanah baru terjadi secara hukum jika sudah dibuat
 Bkta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai Pasal 37 ayat(l) PP 24 Tahun
19587 dan didaftarakan ke Hantor Pertanahan

J. Pembeli yang hanya memegang PP]JB lunas, tidak memiliki hak
kebendaan atas tanah. Jika penjual menjual lagi ke pihak ketiga
dengan AJB yang sah, maka pembeli PPJBE hanya memiliki halk
menuntut Ganti rugi secara perdata kepada penjual.

- Bahwa berkaitan dengan perkara a gquo peralihan hak atas tanah harus
tanduk pada Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang mana
hal ini masuk dalam otonomi daerah.

Bahwa untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Perda
No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, haruslah :

- benar-benar menguasasi fisikk tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 2 Tahur 2016 dan
- adanya terlebith dahulu persetujuan pengalihan [PT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 20186.
‘H&ngan demikian Pembanding/Terlawan bukan sebagal pemilik Obyek
sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka tentunya Ketua Pengadilan
Negeri yang mencermati perkara a quo bisa mengeluarkan putusan non-
executable terhadap perkara No.782/Pdt.G/201 2/PN.5by Jo.
376/PDT/2013/PT.5by Jo. Neo.1660 K/FPDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019
tersebuat.

- Bahwa dengan adanya fakia hukum tersebut, Termohon
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ihan hak berupa jual bell yang sah (A]B) yang ngharuskan adanya
persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas berdasarkan Pasal 8 Ayat (2)
Perda No.3 Tahun 2016 dan Penguasaan fisik Tanah, maka tentunya Ketua
Penga Negeri m rk a o
mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.T82/Pdt.G/2012/PN.5by Jo. 316/PDT/2013/PT.5by Jo. No.l660
K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut.
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- Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali No.301 PE/PDT/2019 (Bulkti Plw-
5) dalam perkara a guo, untuk pengosongan atas Obyek Sengketa tidak
bisa dijalankan dan tidale biza dilaksanakan, karena
Terbanding/Terbanding bukan pemilik wyang sah yang dapat
mengosongkan Obyek sengketa dalam perkara a quo.

II. Perkara A Quo Seharusnya Memakai Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3

TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Yang Dikeluarkan
Pemerintah Kota Sarabaya.

1. Berdasarkan Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5 berupa putusan-putusan
yang berkaitan dengan perkara a quo, hingga dikeluarakannya Penetapan
Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby (Bukti Plw-1), dapat dibuktikan
tidak ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menggunalkan dasar
hukum Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN
PEMAKAIAN TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai
Peratoran khusus nntulk Obyak Sengleta.

Dengan demikian Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby
mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dijalankan (Non
EXECUTABLE)

2. Berdasarkan TUJUAN dari PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYTA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, sebagaimana terlihat
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) tersebut, yang berbunyi :

“Tufuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka tertib
administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai beniuk pengendalian atas
pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah oleh pihak
lain."

Dengan demikian dapat dibuktikan persoalan Obyek Sengketa berupa Ruko
]alan Bratang Jaya 589 Blok A/10 Surabaya (Bulti Flw-6), haraslah
berdasarkan dan mengikuti ketetapan Pemerintah Daerah HKota
Surabaya NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG I1ZIN PEMAKAIAN TANAH
(Bukti Plw-139), dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta
sebagai bentuk pengendalian tanah yang dimiliki dan /atau dikuasai
Pemerintah Daerah Kota Surabavya.

Dengan demikian pula dapat dibuktikan Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 782/Pdt.G/2012/ PN.5Sby tanggal 20 Maret 2013 (Buldti Plw-
2), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby
tanggal 19 September 2013 (Bukti Plw-3), Putusan MA Nomor : 1660
K/Pdt/2014 tanggal 19 Maret 2015 (Bukti Flw-4) dan Putusan PK Nomor : 301
PE/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2018 (Bukti Plw-5), tersebut tidak cukup
pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak
menggunakan Dasar Hukum PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

3. Berdasarkan Pasal | angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
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“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemeriniah Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya,
dapat dibuktikan Tanah : : : :
MMI&M

4. Berdasarkan bunyi Pasal 3 (1) PERATURAN DAERAH EKOTA SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, telah
menvyatakan :

“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyata-nyafa menguasal baik perorangan maupun badan, sepanfang
tidak dipakal sendiri oleh Pemerintah Daer.

Berdasarkan Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Perda No.3 Tahun 2016
tentang Izin Pemakaian Tanah, telah dijelaskan :

“Yang dimaksud pihak yang senyafa-nyata menguasai adalah pihak yang
menguasai secara fisik tanah".

Berdasarkan Pasal 3 (1) dan penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 tersebut,
dapat dibuktikan untuk mendapatkan Izin Pemakajan Tanah adalah

pihak yang memerlukan atau senyata-nyata menguasai secara fisik
_gg; muilile Pmnulntah Kota Eunha'ra TE!‘IEhht.r sah.lngg: 1;,_1311

menguasai fisik tanah dan bangunan Obyek Sengketa, sehingga
Pembanding/Pelawan berdasarkan hukum  diutamkan dapat
mendapatkan Izin Pemakaian Tanah dari Pemilik Tanah yaitu
Pemerintah Eota Surabaya.

Berdasarkan bukti Flw-1, Terbanding/Terlawan merupakan pihak yang
mengajukan pengosongan atas tanah dan bangunan Obyek sengketa, maka
dapat dibuktikan dalam perkara a quo Terbanding/Terlawan bukan pihak
yang senyata-nyata menguasai tanah milik / dikuasai Pemerintah Daerah
Kota Surabaya.

5. Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bukt Plw-35, dapat dibuktikan
Pambanding/Pelawan sejak tanggal 12 Juni 2009 sudah menguasai fisik tanah
dan bangunan obyek sengketa dengan cara menyewa kepada Turut Terlawan
I, I dan Ill/Para Turut Terbanding, yang kemudian berdasarkan Bukt Plw-35
sampai dengan Bukti Plw-138 dapat dibuktikan penguasan cbyek sengketa
secara nyata olah Pelawan dengan cara membeli (Berdasarkan Bukt Plw-2
dapat dibuktikan saksi-saksi Penggugat/Pelawan a quo menyatakan
Pemohon Banding/Pelawan membeli dari Para Turut Terlawan) secara
angsuran kepada Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding dan akan
dibayar secara lunas oleh Pemohon Banding/Pelawan, setelah Para Turut
Terbanding/Para Turut Terlawan a guo sebagai ahli waris Tengku Aseng
sebagai pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT), meminta kepada Pemkot
Surabaya menerbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang beralih ke ahli waris
yang dalam hal ini adalah Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan.
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Berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara a quo Para Turut Terlawan,
sudah dipanggil secara patut dan telah pula dipanggil secara umum melalui
Eoran, namun tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian terbukti
Para Turut Terlawan sebagai ahli warig, telah melepasakan haknya atas Tanah
dan Bangunan Obyek Sengketa.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding/Pelawan,
fakta senyatanya Pemohon Banding/Pelawan adalah pihak yang menguasai
Obyek Sengketa yang terletak di [alan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya
tersebut, dan faktanya Tengku Aseng sebagai pemegang IPT telah meninggal
dunia pada tanggal B Juli 2005 (berdasarkan Bulti Plw-T7 dan Plw-8 serta
dalam Bukti Plw-Z sebagai bukti Tergugat [V sekarang Termochon
Banding/Terlawan a quo), sehingga Pelawan berhak untuk selanjutaya
meéngajultan Izin Pemakaian Tanah (IPT), karena Pelawan secara nyata-
nyata menguasai fisik Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, dan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) telah berakhir karena pemilik IPT (Tengku
Aseng) meninggal dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan IPT.

6. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG IZIN FEMAKAIAN TANAH, menyebutkan :
“IPT dapat berakhir apabila :

I. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang
IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
&, afas permintaan sendiri;
3. pemegang IPT meninggal dunia;
4. IPT dicabut,
Dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan :
“Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya dapal
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan
IPT sesuai ketentuan yang berlaku".

Berdasarkan Bukti Plw-8 berupa Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama
Tengku Aseng berakhir pada tanggal $-12-2008, yang kemudian
berdasarkan Bulkti Plw-T dan Bukti Plw-8 (juga ada dalam Bukti Plw-2 sebagai
bulkti Tergugat [V sekarang Termohon banding/Terlawan a quo),
membuktikan Tengku Aseng meninggal pada tanggal 8 Juli 2008, sehingga
Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Tengku Aseng berdasarkan pasal 10
huruf ¢ Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH,
telah berakhir sejak Tengku Aseng meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005,

Berdasarkan Bulti Plw-11 sampai dengan Bukti Flw-138, Pemohon
Banding/Pelawan dapat membuktikan, Pelawan telah secara nyata-nyata
menguasai fisik Obyek Sengketa dengan cara menyewa dan membeli fisik
Obyek Sengketa dari Para Turut Terlawan sebagai ahli waris Tengkun Aseng
sebagal pemegang lzin Pemakaian Tanah (IPT). Sehingga secara serta merta
Pamohon Banding/Pelawan bisa langsung mengajukan Izin Pemakaian Tanah
(IPT) karena Pelawan sebagai pihalk yang secara nyata-nyata menguasai
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Obyek Sengketa, dimana disebabkan ahli waris Tengku Aseng yakni Para
Turut Terlawan tidak meneruskan perpanjangan IPT.

Berdasarkan hukum sejak pemilik IPT yaitu Tengku Aseng meninggal
dunia pada tanggal 8 Juli 2005 maka Tanah milik Pemerintah Hota

Surabaya kembali menjadi tanah milik Pemket Kota Surabaya (negara).
Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup
Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelasakan
mengenai salah satu syarat eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-
executable) adalah Pernbahan status tanah menjadi milik negara.

7. Dalam perkara a quo, TerBanding/Terlawan dalam hal membeli Obyek

sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100,00 M?® vang
terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya, adalah berdasarkan atas
Alkta Pengikatan Jual beli (PPJB) No.0M4 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang
dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman Soesilo.
Bahwa menuorut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah
kesapakat awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan
yang belum dapat dilakokan transaksi AJB (Akta Jual Beli), dimana
berdasarkan hukum dalam perkara a quo, Akta Pengikatan Jual beli No.04
tertanggal 3 Februar tahun 2010 yang dipegang oleh Terlawan bukan bukti
peralihan hak atas tanah, melainkan hanya janji untuk melakukan transalsi
jual beli, dimana faktanya Termohon Banding/Terlawan tidak melakukan jual
beli (AJB) dengan Para terlawan dan Tidak mempunya persetujuan
pengalihan [PT dari kepala Dinas

Bahwa dengan demikian penerbitan Penetapan Eksekusi No.
A2/Pdt. EES/3025/FN Sby, mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenal perscalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo, dimana berdasarkan Pasal | angka 8 Perda No.3 Tahun
2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, menyatakan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah."

Berdasarlkan Pasal 8 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016, menyebutlan :
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahuly mendapatkan persetofuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas™.

Dengan demikian Akta Pengikatan Jual beli (PP]B) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Harman Soesilo,
mengadung cacat hukum untuk membeli Obyek Senketa, karena tidak
terlebih dahulu mendaptkan persetujuan pengalihan [PT dari Kepala Dinas.

Maka dapat dibuktikan tanah Obyek Sengketa adalah milik Pemerintah
Kota Surabaya. Untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya,
berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah,
haruslah :
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- benar-benar menguasasi fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

- adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas berdasarkan
Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016,

Dengan demikian Termchon Banding/Terlawan bukan sebagai pemilik
Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan pengalthan IPT dari
Kepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka tentunya EKetua
Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a gque seharusnya
‘mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pd1.G/2012/PN.Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.Sby Jo. No.1860
K/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2018 tersebut.

8. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
“Permnakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan alau yang
senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan Bukti Plw-1 membuktikan Obyek Sengketa perkara a quo
dikuasai dan ditempati oleh Pembanding/Pelawan. Dimana hal tersebut
dapat dibuktikan dalam kesaksian- kesaksian saksi-saksi yang menjelaskan
Pelawan / Penggugat orang yang menyewa sebagaimana disebut dalam
kesaksian dalam Bulti Plw-2.

Berdasarkan faktanya, Pembanding/Pelawan adalah pihak yang senyata-
nyata menguasal Obyelk Sengketa, maka berdasakan hukum Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Daerah NOMOR 3 TAHUN 2016 tentang Izin Pemakaian
Tanah (IPT), Pelawan yang senyata-nyata menguasai tanah Obyek
sengketa, merupakan pihak yang bisa mendapatkan Izin dari
Pemerintah Hota Surabaya sebagai pemilik tanah (vide Pasal 1 angka 6
Perda Kota Surabaya No.3 Tahaun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah).
Dengan adanya Bukti Plw-11 sampal dengan Bukti Plw-138, membuktikan
Pembanding/Pelawan awalnya adalah mengontrak yang kemudian membeli
dengan cara Angsuran, maka Pembanding/Pelawan merupakan pihak yang
menguasai tanah Obyek Sengketa yang merupakan milik Pemkot Surabaya,
sehingga berdasarkan hukum dapat dan berhak antuk mendapatkan Izin
Pemalcaian Tanah (IPT) berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2018.

8. Berdasarkan Bulkti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Flw-6 berupa putusan-putusan
yang berkaitan dengan perkara a quo, hingga dikeluarakannya Penetapan
Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2026/FPN.Sby (Bukt Plw-1), idak ada mengenai
Peninjauan Setempat (P5).

Dalam prakteknya, untuk menghindari status non-executable pada perkara
perdata ketua Pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No.7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana Hakim
diwajibkan melalkukan Pemeriksaan Setempat (Descente), quna memastilean
letak, Inas dan batas obyek sengketa serta diketahuinya tanah obyek
sengketa dicatatan desa/Kelurahan milik siapa. Untuk itu dalam praktelnya
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Majelis Hakim akan menyurati dan mengundang kepada Desa/kelurahan
untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Dengan adanya Pemeriksaan Setempat bisa diketahui status tanah Obyek
Sengketa, yang ternyata Pemiliknya adalah Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan Peraturan Daerah Neo.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakain Tanah

Dalam Pasal 1 angka & PERATURAN DAERAH KEOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah."”

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota SBurabaya,
dapat ikan Tanah Obyek Sengketa perkara a quo adalah tanah

/3 rabayas

Dengan demikian terbukti, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
182/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-2), Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby tanggal 19
September 2013 (Bukti Plw-3), Putusan MA Nomor : 1660 E/Pdt/2014 tanggal
18 Maret 2015 (Bukti Flw-4) dan Putusan PK Nomeor : 301 PE/Pdt/2018 tanggal
23 Oktober 2019 (Bukti Plw-5),mengandung cacat huokum. Sehingga
Penetapan Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby wvang
dilawan oleh Pelawan, tidak dapat dijalankan (Non EXECUTAELE)

10. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH Pasal 9 ayat (1), Pengalihan IPT
disebabkan hal-hal sebagai berikut :

4. pewarisan bangunan yang berdiri diatas fanah IPT;
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah [PT.

Avyat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohenan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahule mendapatkan persetufuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN
TANAH, dapat dibukiikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a gquo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a gquo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak
pernah membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam
Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan
pengalihan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah
Kota Surabaya.

11.Berdasarkan bukti Plw-5, Pelawan keberatan dengan putusan
Peninjanan Kembali (PE) Nomor : 301 PEK/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober
2014, pada Putusan point 3 yang berbunyi :
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“Menyatakan secara hukum yang sah alas obyek berupa sebidang
tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya telah dibeli sah oleh
Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensi”

Berdasarkan Bukti Plw-5 tersebut membuktikan adanya pembelian
bangunan diatas tanah IPT oleh terlawan, padahal berdasarkan hukum
Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam Pasal
B ayat (1), Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT:

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diaias tanah IPT.

Ayat (2)
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dan huruf ¢, harus

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasarkan Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAEKAIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a quo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a quo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak pernah
membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-2,
Plw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan [zin
Pemakaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya. Dengan
demikian Ikatan Jual Beli (Bukti Plw-T / ada dalam Bukti Plw-2) oleh
Terbanding/Terlawan dengan Para Turut Terlawan melanggar pasal 3 ayat
(2) Perda No.3 Tahun 2016 tentang IPT.

Dengan tidak adanya terlebih dahulun persetujuan pengalihan IPT dari
Kepala Dinas, membuktikan Ikatan Jual Beli (PP]B) dan bangunan atas
Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Terbanding/Terlawan tidak sah

karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana Perda NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG [ZIN PEMAEAIAN TANAH.

Berdasarkan seluruh bukti dan dalil-dalil yang disampaikan
Pembanding/Pelawan dalam perkara a guo dapat dibuktikan
Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Eksekusi Nomor
32/Pdt.Eks/2025/PN.5by, adalah benar karena tidak sesuai hukum yang
berlaku yaitu Perda No.3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah,
karena tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, dimana seharusnya
dengan adanya otonomi Daerah dan kekhususan penggunaan tanah dan
bangunan obyek sengketa maka harus menggunakan dasar hukum
Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Penggugaan Tamah. Sehingga
dengan demikian terbukii Pelawan dalam perkara Perlawanan ini
merupakan Pelawan yang benar.

e e e ———
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Berdasarkan seluruh uraian keberatan diatas, Pembanding/Pelawan mohon agar
Ketua Pengadilan Tinggi SBurabaya/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
memberikan putusan sebagai benkut:

l. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Membatallkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.1303/Pdt. Bth/2025/PN.5by Tanggal 22 Juni 2026

Mengadili sendiri :

Memutuskan :
1. Mengabukan Gugatan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara.

Demikian Memori Banding dari Pembanding/Pelawan telah disampaikan, atas
perhatinnya dincapkan Terimakasih.

m
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Bayn Arjuno Mo, 16-18, Kecamatan Savwahan Kota Surabaya, Jown T 60251
warw, pr-surabayakote go.id, moilApn - surabayaiote.go. id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SUARAT TERCATAT)
Nomor. 150/A kte Pdt.Banding/2026/FN . Shy
Nomor. 1303/Pdt. Bth/i2025/PN Sby

Saya Kariadl Budi |swante, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas
parntah Ketua Pengadilan Megen Surabaya, ditunjuk untuk menjatankan pakerjaan ini |

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Mama : Tengku Handayani

Alamat Jalan Ngagel Wasana V MNo, 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya,
krecamatan Gubeng, Kolta Sursbaya, berdasarkan Sural Keterangan Momor
4701423/435.9.8 212025 tangga! 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya
dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW 002 Kelurahan Baratajaya

Semula Turut Terbantah 1l

Sekarang Turut Terbanding II

Baiwwa memar banding fertanggal 08 Juli 202% vang digjukan secara elekironik melalul aplikasi E-Court
paca Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya olah:

Nama RIFANI FAUZI, 5.H., Dkk

Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RIFAMNI FAUZL, SH &
REKAN"

Alamat : Jalan Babadan Rukun 2 No.17 Sursbaya, Kelurshan Dupak, Kecametan

Krembangan, Kota Surabaya
Selaku Kuasa dari JERRY OLIMAN
Semula : Pembantah
Sekarang . Pembanding

Alas  Pulusan Pengadilan  MNegerl Surabaya Momer 1303/PdL.BEth/2025/PN  Sby  tanggal
22 Juni 2026, dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai Pembanding dahulu Pembantah;
Lawzn
John Ranhaten Limante ssbagai Terbanding dahulu Terbantah;
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Terbantah;

Kepadanya diserahkan pula turunan memaor banding dengan pemberitahuan bahwa ia menjawab mamaori
banding tersebut dengan mealalui kontra memaorni banding dalam tenggang wakiu sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-lUndang;

Adapun Pekerfaan ini saya |alankan melalul Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada
papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui alehnya sendini atau siapapun yang menganalnya
sehingga Relaas Pemberitahuan inl dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercalzt sebagaimana distur dalam Pasal 17 ayal
{2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) Mo, 7 Tahun 2022 fentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara
elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya,

Surabaya, 10 Jull 2026
Yang membearitahu |
Jurusita Pengggnti,

Kariadi Budllswanto, SH.
MIP, 19750401 201212 1 007




KANTOR HUKLM

| .@PTKM FAVZI, SH, & REKAN

ADVOKAT = KONSULTAN HUKUM
per

| Babadan Rukun || Mo |7 Surabaye.  HP 081 3333 13980 WP DE1S1S140430 E-mall

MEMORI BANDING

Perkara Nomor : 1303/Pdt. Bth/2025/PN Sby

Dan :
JERRY OLIMAN

Keberatan Terhadap
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

NO. 1303/Pdt.Bth/2025/PN.5by Tanggal 22 Juni 2026

Perkara Antara
- JERRY OLIMAN, sebagai....cccicicmmsssssnssssrsssssnsnnsassnssassssssss PEMBANDING.
. MELAWAN
- JOHN RANHARTEN LIMANTO, 88DAGaL ...vviirmmeasmmmrsssrarerasarsmssssnsnsranss TERBANDING
- Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWAN, sebagai .......... TURUT TERBANDING I
- Nyonya TENGEU HANDAYANI, sebagai ....c.cccovinmnninnninnans TURUT TERBANDING II
- Nyonya TENGEU NOORINA SARI, sebagal ....cccoveevrmsvenie e TURUT TERBANDING II1.

Surabaya, 8 Juli 2026

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jalan Sumatera No. 42

Di-
surabaya

Meialui;

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno No.16-18

Surabaya
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
1. Nama : RIFANI FAUZI 8.H

Tempat/Tgl lahir  : Banjarmasin, 27 November 1968
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Jenis kelamin
Agama
Alamat
Pekerjaan
Status kawin
Pendidikan
Nomor ETA
Berlaku KTA

. Nama
Tempat/Tgl.Lahir
JenisKelamin
Agama
Warga Negara
Alamat

Pekerjaan
Status Kawin
Pendidikan
Nomor KTA

. Nama
Tempat/Tgl Lahir
Agama
Warga Negara
Alamat
Pekerjaan
Status Eawin
Pendidilkan
Nomor KETA

¢ Laki-Tuala

: Islam

: Jalan Babadan Rulun Il No 17 Surabaya
: Advokad

: Sudah Menikah

: Btrata | [Imu Hulkum

:96.10491

: Hingga 31 Desember 3027

: MUHAMMAD RIFAHMI 5.H.

: Surabaya, 19 Mei 19897

: Lalki-lalei

t Islam

: Indonesia

: l.Bandar Gg.IV Belakang No.38C RT.03 RW.03, Sepanjang,

Taman, Kab.Sidoarjo

: Adwvokat

» Belum Menikah

: Strata 1 lmu Hukum

: 22.1085, Berlaku Hingga 3] Desember 2026

: M. SANDY YULIANTO, 5.H., M.H.

: BIDOAR]D, 28 AGUSTUS 1586

: [slam

: Indonesia

: Bambibulu Rt.003/Rw.001, Taman , Kab.Sidoarjo
: Advolkat

: Balum Menikah

s Btrata 2 [lmu Hulkum

: 24.02258, Berlaku Hingga 31 Desember 2027

Para Advokat/Pengacara dan Kensultan Hukum dari Kantor Hukum “RIFANI FAUZI SH
& RENAN", berkedudukan di Jalan Babadan Rulkun I No.17 Eelurahan Dupalk,
Kecamatan Erembangan, Kota Surabaya, dan dengan alamat Elektronika (E-Court) :
rifanipengacara@gmail.com, serta HP Nomor 081333313350, selanjutnya disebut
PENERIMA KUASA, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surabaya, 27 Juni 2026 (terlampir dalam
berkas), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Nama : JERRY OLIMAN

Tempat/Tgl Lahir :Surabaya, 24 Juli 1966

Umur : 59 Tahun

Jenis kelamin : Lakd-lalki

Agama : Katholik

Warga Negara : Indonesia

Status : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Wonorejo Permai Selatan 2/7 CC-138 RT.007 RW.008
Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

KTF/NIK : 3515182407660003

Irl.:an




dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kantor
kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu selanjuinya disebut sebagai

PEMBANDING

Bahwa PEMBANDING pada hari Jum'at, Tanggal 03 Juli 2028, telah menyatakan
permohonan untuk pemeriksaan banding pada Kepaniteraan Pengadilan
Negerli Surabaya, melalui Aplikasi E-Court sebagaimana tersebut dalam AKTA
FERMOHONAN BANDING SECARA ELEKTRONIE (E-court)
No.180/Akta.Pdt.Banding/2026/PN.5by Jo. No.1303/Pdt. Bth/2025/PN.5by, sehingga
permohonan ini memenuhi syarat hukum sebagai permohonan banding yang sah.

Dengan ini PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 2026, Nomeor : 1303/Pdt.Bth/2025/FPN.Sby, yang
amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :

MENGADILI :
Dalam Provisi:
Menolak funtutan Provisi Pembantah;
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verkiaard);

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.825.000,00
{Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Banding oleh Pembanding,
adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
memutus perkara a quo, karena tidak cultup pertimbaangannya (Onvoldoende
gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan faktanya.

Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip meofiveringsplichi yang
mengharuskan pertimbangan hakim terperinci, sehingga peradilan tingkat lebih
tinggl dapat memahaminya. Keharusan ini diantaranya dapat ditemukan dalam
Undang-undang Kekuasaan Kehaldman
Bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut dibawah ini :
I. Terbanding Bukan Pemilik Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak teliti dan tidak cukup
pertimbaangannya (Onvoldoende gemotiveerd) dalam pertimbangan
hukom dan faktanya dalam perkara a gquo.

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan diterbitkannya Penstapan
Eksekusi No. 32/Pdt.EK5/2025/PN Sby, menurut pembanding penerbitan
Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/PN.5by tersebut didasarkan pada
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hasil resume yang tidak teliti dan cenderung gegabah terhadap putusan
No. T82/Pdt.G/2012/PN.5Sby Jo. 376/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1660 K/FDT/ 2014
Jo. No.301 PK/FDT/2018.

- Bahwa dalil Terlawan dalam perkara a quo, dalam hal membeli Obyek
Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100,00 M® yang terletak
di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya, adalah berdasarkan atas Akta

Pengikatan Jual beli No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dibuat di
hadapan pajabat Notaris Herman Soesilo.

- Bahwa menurut hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP]B) adalah kesapakat
awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah’hangunan yang belum
dapat dilakukan transaksi AJB (_ﬁ.kta ]ual Beli), diman

SRR 1IN S ; .

- Bahwa dalam Amar Putusan Peninjaukan Kembali (PK) Nomor : 301
PE/Pdt/2018 (Bukt Plw-5), pada point £ yang berbunyi : “..terhadap hak milik
Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensi,...".

sedangkan pada point 3 berbunyi : “Menypatakan secara hukum yang sah alas
obyelk berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya..."

- Bahwa dengan demikian putusan Peninjanan Kembali Nemeor : 301 PE/Pdt/2019
mengandung kesalahan yang fatal karena pertimbangan dan putusan
Peninjanan Kembali (PK) tersebut cleh Hakim Agung PE, sudah dianggap
tanah Obyek Sengketa menjadi milik Pembanding/Terlawan, padahal
masih PP]B atas bangunan bukan atas tanahnya, maka selanjutnya penerbitan
Penetapan Eksekusi No. 32/Pdt.EKS/2025/PN Sby, mengandung cacat hukum,
dimana tidak secara cermat dan tidak teliti mengenal persoalan kepilikaan
Obyelk Sengketa dalam perkara a quo,

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (FPJB) didefinisikan oleh Peraturan
Pemerintah No.12 Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi sebagai
berikut :

“Perjanjian Pendahuluan fual Beli atau Perjanfian Pengikatan fual Beli pang
selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakalan antara pelaku pembangunan
dan setiap orang unfuk melakuian fual beli Rumah atau satuan Rumah susun
yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan
unfuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan unfuk Rumah tunggal
dan Rumah deret yang dibuat di hadapan nolaris".

- Bahwa dalam Putusan Mahakamah Agung (MA) No.3753 E/Pdt/2020, telah
menampilkan Kaidah Hukum, bahwa FPFJE belum memindahkan hak
kepemilikan Obyek perjanjian dari pemiliknya. Hakim Kasasi menyatakan
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bahwa sesual ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1987 menyebutkan :
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

- Bahwa terdapat kasus serupa dengan Putusan dalam Putusan Mahkamah
Agung MA No.3763 E/Pdv/2020 yang terjadi di Sleman melalui Putusan
No.170/Pdt. G/2025/PN.5mn. Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah
hukum Putusan MA No.3753 K/Pdt/2020 secara eksplisit sebagail berikut ;

1. PP]B bersifat obligatoir, hanya menimbulkan hak dan kewajiban
untuk membuat AJB, sehingga tidak mengalihkan hak milik atas
tanah

2. Peralihan hak atas tanah baru terjadi secara hukum jika sudah dibuat
Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai Pasal 37 ayat(l) PP 24 Tahun
1997 dan didaftarakan ke Kantor Pertanahan

3. Pembeli yang hanya memegang PPJB lunas, tidak memiliki hak
kebendaan atas tanah. Jika penjual menjual lagi ke pihak ketiga
dengan AJB yang sah, maka pembeli PP]JB hanya memiliki hak
menuntut Ganti rugi secara perdata kepada penjual.

- Bahwa berkaitan dengan perkara a quo peralihan hak atas tanah harus

tunduk pada Perda No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, yang mana
hal ini masuk dalam otonomi daerah.

Bahwa untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Perda
No.3 Tahun 2016 tentang [zin Pemakaian Tanah, haruslah :

- benar-benar menguasasi fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

- adanya terlebih dahulu persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas
berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2018.

Dengan demikian Pembanding/Terlawan bukan sebagai pemilik Obyek
senglketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka tentunya Ketua Pengadilan
Negeri yang mencermati perkara a quo bisa mengeluarkan putusan non-
executable terhadap perkara No.T82/Pdt. G/2012/FN . Shy Jo.
3T76/PDT/2013/PT.5by Jo. No.1680 K/PDT/2014 Jo. Ne.301 PEK/FDT/2018
tersebut.

ralihan hak berupa jual beli yang gsah (AJB) yang mengharuskan adanya
persetujuan pengalihan IPT dari Eepala Dinas berdasarkan Pasal 8 Ayat (2)
Perda No.3 Tahun 2016 dan Penguasaan fisik Tanah, malka tenfunya Ketua
ngadil Negeri yang mencermati k
mengeluarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 3T6/PDT/2013/PT.5by Jo. No.lG660
H/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut.
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- Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali No.301 PE/PDT/2019 (Bukti Plw-
5) dalam perkara a quo, untuk pengosongan atas Obyek Sengketa tidak
bisa dijalankan dan tidak bisa dilaksanakan, karena
Terbanding/Terbanding bukan pemilik yang sah vyang dapat
mengosongkan Obyek sengketa dalam perkara a guo.

II. Perkara A Quo Seharusnya Memalkai Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Yang Dikeluarkan
Pemerintah Kota Surabaya.

1. Berdasarkan Bulkti Piw-Z, Plw-3, Plw-4 dan Plw-6 berupa putusan-putusan
yvang berkaitan dengan perkara a quo, hingga dikeluarakannya Penetapan
Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby (Bukti Flw-1), dapat dibuktikan
fidak ada perimbangan-pertimbangan hukum yang menggunakan dasar
hukum Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 20168 TENTANG IZIN
PEMAKAIAN TANAH yang dikeluarkan Pemerintah Eota Surabaya, sebagai
Peraturan khusus untuk Obyek Sengketa.

Dengan demikian Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2028/PN.Sby
mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dijalankan (Non
EXECUTAELE)

2. Berdasarkan TUJUAN dari PERATURAN DAERAH KEOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, sebagaimana terlihat
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) tersebut, yang berbunyi :

“Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka tertib
administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai bentuk pengendalian atas
pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah oleh pihak
Iain."

Dengan demikian dapat dibuktikan persoalan Obyek Sengketa berupa Ruko
Jalan Bratang Jaya 59 Blok AS]10 Surabaya (Bukti Plw-6), haraslah
berdasarkan dan mengikuti ketetapan Pemerintah Daerah Kota
Surabaya NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH
(Bukti Plw-139), dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah serta
sebagai bentuk pengendalian tanah yang dimilili dan /atan dikuasai
Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Dengan demikian pula dapat dibuktikan Putusan Pengadilan Negern
Surabaya Nomor : T82/Pdt.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-
2), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomeor : 376/Pdt./2013/ PT.Sby
tanggal 19 September 2013 (Bukti Flw-3), Putusan MA Nomor : 1660
K/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 (Bukti Plw-4) dan Putusan PK Nomor : 301
PE/Pd1/2019 tanggal 23 Oktober 2018 (Buku Plw-3), tersebut tidak cukup
pertimbangannya {onvoldeende gemotiveerd), karena tidak
menggunakan Dasar Hukum PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN FEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
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“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah."

Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya,
dlpll dibuktikan Tanah Obyek Sengketa w_tmlh

oh Pemerints

4. Berdasarkan bunyi Pasal 3 (1) PERATURAN DAERAH EOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, telah
menyatakan :

“Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang
senyala-nyata menguasal balk perorangan maupun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah™.

Berdasarkan Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Perda No.3 Tahun 2016
tentang Izin Pemakaian Tanah, telah dijelaskan :

“Yang dimaksud pihak yang senyata-nyata menguasai adalah pihak yang
menguasai secara fisik tanah”,

Berdasarkan Pasal 3 (1) dan penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 tersebut,
dapat dibuktikan untuk mendapatkan Izin Pemakaian Tanah adalah
pihak yang memerlukan atau senyata-nyafa menguasai secara fisik
Tanah milik Pemerintah Kota Surabaya Tersebut, sehingga dapat
ﬂh_ugﬂ.kaua;am Bulkti rl-,gd. dan Bukti Plw-11 mni_dmmm

1 pike _tanah di in uhinggl.
anhamllngf?alnwnn hudnmkan hn]a:um dintammkan dapat
mendapathkan Izin Pemakajan Tanah dari Pemilik Tamnah vaitu
Pemerintah Kota Surabavya.

Berdasarkan bukti Plw-1, Terbanding/Terlawan merupakan pihak yang
mengajukan pengosongan atas tanah dan bangunan Obyek sengketa, maka
dapat dibuktikan dalam perkara a quo Terbanding/Terlawan bukan pihak
yang senyata-nyata menguasal tanah milik / dilkkuasai Pemerintah Daerah
Kota Surabaya.

§. Berdasarkan Bukii Plw-11 sampai dengan Bukti Plw-35, dapat dibuktikan
Pembanding/Pelawan sejak tanggal 12 Juni 2009 sudah menguasai fisik tanah
‘dan bangunan obyek sengketa dengan cara menyewa kepada Turut Terlawan
I, Il dan I1l/Para Turut Terbanding, yang kemudian bardasarkan Bukti Plw-35
sampal dengan Bukt Plw-138 dapat dibuktikan penguasan obyek sengketa
gecara nyata oleh Pelawan dengan cara membeli (Berdasarkan Bukti Plw-2
dapat dibuktikan saksi-saksi Penggugat/Pelawan a quo menyatakan
Pemohon Banding/Pelawan membeli dari Para Turat Terlawan) secara
angsuran kepada Para Torut Terlawan/Para Turut Terbanding dan akan
dibayar secara lunas oleh Pemohon Banding/Pelawan, setelah Para Turut
Terbanding/Para Turut Terlawan a quo sebagail ahli waris Tenglu Aseng
sebagai pemegang [zin Pemakaian Tanah (IPT). meminta kepada Pemkot
Surabaya menerbitkan [zin Pemakaian Tanah (IFT) yang beralih ke ahli waris
yang dalam hal ini adalah Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan.
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Berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara a quo Para Turut Terlawan,
sudah dipanggil secara patut dan telah pula dipanggil secara umum melalui
Koran, namun tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikldan terbulti
Para Turut Terlawan sebagai ahli waris, telah melepasakan haknya atas Tanah
dan Bangunan Obyek Sengketa.

Berdasarkan bulti-bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding/Pelawan,
fakta senyatanya Pemechon Banding/Pelawan adalah pihak yang mengunasai
Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Bratang Jaya 59 Blok A/10 Surabaya
tersebut, dan faktanya Tengku Aseng sebagai pemegang IPT telah meninggal
dunia pada tanggal 8 Juli 2005 (berdasarkan Bukti Plw-7 dan Plw-8 serta
dalam Bukti Plw-Z sebagai bukii Tergugat IV sekarang Termchon
Banding/Terlawan a quo), sehingga Pelawan berhak untuk selanjutnya
mengajukan Izin Pemakaian Tanah (IPT), karena Pelawan secara nyata-
nyata menguasai fisik Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa, dan Izin
Pemakaian Tanah (IPT) telah berakhir karena pemilik IPT (Tengku
Aseng) meninggal dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan IPT.

6. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyebutkan :
“IPT dapat berakhir apabila :

1. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang
IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. atas permintaan sendiri;
3. pemegang IPT meninggal dunia;
4. IPT dicabut.
Dalam Pasal 11 ayar (1) menyebutkan :
“Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan
IPT sesuai ketentuan yang berlaku™.

Berdasarkan Bukt Plw-6 berupa Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama
Tengku Aseng berakhir pada tanggal ©-12-2008, yang Lkemudian
berdasarkan Bulti Plw-T dan Bukt Plw-8 (juga ada dalam Buleti Plw-2 gebagai
bukti Tergugat IV sekarang Termohon banding/Terlawan a quo),
membuktikan Tengku Aseng meninggal pada tanggal B Juli 2005, sehingga
Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Tengku Aseng berdasarkan pasal 10
huruf ¢ Perda NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAEAIAN TANAH,
telah berakhir sejak Tengku Aseng meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2005.

Berdasarkan Bukti Plw-11 sampai dengan Bulti Plw-138, Pemohon
Banding/Pelawan dapat membuktikan, Pelawan telah secara nyata-nyata
menguasai fisik Obyek Sengketa dengan cara menyewa dan membeli fisik
Obyek Sengketa dari Para Turut Terlawan sebagai ahli waris Tengku Aseng
sebagai pemegang [zin Pemakaian Tanah (IPT). Sehingga secara serta merta
Pemohon Banding/Pelawan bisa langsung mengajukan Izin Pemakaian Tanah
(IPT) karena Pelawan sebagai pihak yang secara nyata-nyata menguasai
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Obyek Sengketa, dimana disebabkan ahli waris Tengku Aseng yakni Para
Turut Terlawan tidak meneruskan perpanjangan [PT.

Berdasarkan hukum sejak pemilik IPT yaitu Tenghku Aseng meninggal
dunia pada tanggal B Juli 2005 maka Tanah milik Pemerintah Kota
Surabaya kembali menjadi tanah milik Pemkot Kota Surabaya (negara).
Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup
Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelasakan
mengenai salah satu syarat eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-
executable) adalah Perubahan status tanah menjadi milik negara.

1. Dalam perkara a guo, TerBanding/Terlawan dalam hal membeli Obyek

Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100,00 M* yang
terletak di Jalan Bratang Jaya 58 Blok A/10 Surabaya, adalah berdasarkan atas
Alkta Pengilkatan Jual beli (PPJE) No.04 tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang
dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman Soesilo.
Bahwa menurat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PP[B) adalah
'kesapakal awal antara penjual dan pembeli untuk jual beli tanah/bangunan
yang belum dapat dilakukan transaksi AJB (Akta [Jual Beli), dimana
berdasarkan hukum dalam perkara a quo, Akta Pengikatan Jual beli No.04
tertanggal 3 Februari tahun 2010 yang dipegang oleh Terlawan bukan bukti
peralihan hak atas tanah, melainkan hanya janji untuk melakukan transaksi
jual beli, dimana faktanya Termohon Banding/Terlawan tidak melakukan jual
beli (A]B) dengan Para terlawan dan Tidak mempunya persetujuan
pengalihan IPT dari kepala Dinas

Bahwa dengan demikian penerbitan Penetapan Ekselkusi No.
32/Pdt. EK5/2025/PN Sby, mengandung cacat hukum, dimana tidak secara
cermat dan tidak teliti mengenai persoalan kepilikaan Obyek Sengketa
dalam perkara a quo, dimana berdasarkan Pasal | angka 6 Perda No.3 Tahun
2016 tentang [zin Pemalkeaian Tanah, menyatalkan :

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah."

Berdasarkan Pasal B Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016, menyebutkan :
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Dengan demikian Akta Pengikatan Jual beli (FPJB) No.04 tertanggal 3
Februari tahun 2010 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Herman Soesilo,
mengadung cacat hukum untuk membeli Obyek Senketa, karena tidak
terlebih dahulu mendaptkan persetujuan pengalihan IPT dari KEepala Dinas.

Maka dapat dibuktikan tanah Obyek Sengketa adalah milik Pemerintah
Kota Surabaya. Untuk dapat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya,
berdasarkan Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah,
haruslah :
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- benar-benar menguasasi fisik tanah, berdasarkan Pasal 3 (1) dan
penjelasan Perda No. 3 Tahun 2016 dan

- adanya persetujuan pengalihan IPT dari Kepala Dinas berdasarkan
Pasal 9 Ayat (2) Perda No.3 Tahun 2016.

Dengan demikian Termohon Banding/Terlawan bukan sebagai pemilik
Obyek sengketa, akibat belum/tidak adanya persetujuan pengalihan IPT dari
Eepala Dinas dan tidak mengusai fisik tanah, maka tentunya Eetua
Pengadilan Negeri yang mencermati perkara a guo seharusnya
mengelnarkan putusan non-executable terhadap perkara
No.782/Pdt.G/2012/PN.Sby Jo. 376/FDT/2013/PT.8by Jo. No.l1680
E/PDT/2014 Jo. No.301 PE/PDT/2019 tersebut.

8. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan :
“Pemalkaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atan yang
senyata-nyaia menguasai baik perorangan manpun badan, sepanjang
tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah".

Berdasarkan Bukt Plw-1 membuktikan Obyek Sengketa perkara a quo
dikuasal dan ditempati oleh Pembanding/Pelawan. Dimana hal tersebut
dapat dibuktikan dalam kesaksian- kesaksian saksi-saksi yang menjelaskan
Pelawan / Penggugat orang yang menyewa sebagaimana disebut dalam
kesaksian dalam Buleti Plw-2.

Berdasarkan faktanya, Pembanding/Pelawan adalah pihak yang senyata-
nyata menguasai Obyek Sengketa, maka berdasakan hukum Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Daerah NOMOR 3 TAHUN 2016 tentang Izin Pemakaian
Tanah (IPT), Pelawan yang senyata-nyata menguasai tanah Obyek
sengketa, merupakan pihak vyang bisa mendapatkan Izin dari
Pemerintah Kota Sarabaya sebagai pemilik tanah (vide Pasal 1 angka 6
Perda Kota Surabaya No.J Tahaun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah).
Dengan adanya Bukti Plw-1]1 sampai dengan Bukti Plw-138, membuktikan
Pembanding/Pelawan awalnya adalah mengontrak yang kemudian membeli
dengan cara Angsuran, maka Pembanding/Pelawan merupakan pihak yang
menguasai tanah Obyek Sengketa yang merupakan milik Pemkot Surabaya,
sehingga berdasarkan hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan [zm
Pemakaian Tanah (IPT) berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 Tahan 201 6.

8, Berdasarkan Bulkti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5 berupa putusan-putusan
yang berkaitan dengan perkara a quo, hingga dikeluarakannya Penetapan
Ekzelusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby (Bukti Plw-1), tidak ada mengenai
Peninjauan Setempat (PS).

Dalam prakteknya, untuk menghindari status non-executable pada perkara
perdata ketua Pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No.T tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana Hakim
diwajibkan melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), gquna memastikan
letak, luas dan batas obyek sengketa serta diketahuinya tanah obyek
sengketa dicatatan desa/Kelurahan milik siapa. Untok itu dalam praktelknya
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Majelis Hakim akan menyurati dan mengundang kepada Desa/kelurahan
untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Dengan adanya Pemeriksaan Setempat bisa diketahui status tanah Obyek
Sengketa, yang ternyata Pemiliknya adalah Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakain Tanah

Dalam Pasal | angka 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG [ZIN PEMAKAIAN TANAH, menyatakan

“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuvasai oleh Pemerintah Daerah.”
Berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Eota Surabaya,
dapat dibuktikan Tanah Obyek Sengketa perkara a guo adalah tanah

1 - L

Dengan demikian terbulkti, Putusan Pengadilan Negerl Surabaya Nomor :
182/Pdl.G/2012/ PN.Sby tanggal 20 Maret 2013 (Bukti Plw-2), Putusan

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor @ 376/Pdt./2013/ PT.Sby tanggal 19
September 2013 (Bukti Plw-3), Putusan MA Nomor : 1660 KE/Pdt/2014 tanggal
19 Maret 2015 (Bukti Plw-4) dan Putusan PK Nomor ;: 301 PK/Pdt/2018 tanggal
43 Oktober 2018 (Bukti Plw-B) mengandung cacat hukum. Sehingga
Penetapan Penetapan Eksekusi Nomor 32/Pdt.Eks/2025/PN.Sby yang
dilawan oleh Pelawan, tidak dapat dijalankan (Non EXECUTABLE)

10. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG I[ZIN PEMAKAIAN TANAH Pasal 9 ayat (1), Pengalihan IPT
disebablan hal-hal sebagai berilut :

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;
d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT.

Ayat (2)

“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dan huruf ¢, harus
terlebih dahulu mendapatkan persefujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas”.

Berdasarkan Perda NOMOE 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAEAIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a guo haruslah terlebih dahulut mendapatkan pengalihan [zin
Pemakaian Tanah (IPT) dan Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a guo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak
pernah membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam
Bukti Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5, telah mendapatkan persetujuan
pengalihan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dari kepada Dinas Pemerintah
Kota Surabaya.

11. Berdasarkan bukti Plw-5, Pelawan keberatan dengan pufusan
Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 301 PK/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober
2019, pada Putusan point 3 yang berbunyi :
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“Menyatakan secara hukum yang sah alas obyek berupa sebidang
tanah beserfa bangunan yang berdiri diatasnya telah dibeli sah oleh
Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konvensi”

Berdasarkan Bukti Plw-5 tersebut membuktikan adanya pembelian
bangunan diatas tanah IPT cleh terlawan, padahal berdasarkan hukum
Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Dalam Pasal
9 ayat (1), Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berikut :

4. pewartsan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT;

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah [PT.

Ayat (2)
“Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT karena
sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pengalihan IPT dari Kepala
Dinas".

Berdasgarkan Perda NOMOE 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAERIAN
TANAH, dapat dibuktikan jual beli tanah dan Bangunan Obyek sengketa
perkara a gquo haruslah terlebih dahulu mendapatkan pengalihan [zin
Pemakaian Tanah (IPT) dari Kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkara a quo dapat dibuktikan Terbanding/Terlawan tidak pernah
membuktikan dalam perkara awal sebagaimana terlihat dalam Bukti Plw-2,
Plw-3, Plw-4 dan Phw-5, telah mendapatkan persetujuan pengalihan Izin
Pemakaian Tanah ([PT) dari kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya. Dengan
demikian Ikatan Jual Beli (Bukti Plw-T / ada dalam Bukt Plw-2) oleh
Terbanding/Terlawan dengan Para Turut Terlawan melanggar pasal 8 ayat
(2) Perda No.3 Tahun 2018 tentang [PT.

Dengan tidak adanya terlebih dahulu persetojuan pengalihan IPT dari
Kepala Dinas, membuktikan Ikatan Jual Beli (PP]JB) dan bangunan atas
Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Terbanding/Terlawan tidak sah
karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana Perda NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG 1ZIN PEMAEAIAN TANAH.

Berdasarkan seluruh bulkti dan dalil-dalil yang disampaikan
Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo dapat dibuktikan
Perlawanan terhadap Penetapan Ehksekusi Eksekusi Nomor
32/Pdt.Eks/2025/PN.5by, adalah benar karena tidak sesuai hukum yang
berlaku yaitu Perda No.3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah,
karena tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, dimana seharusnya
dengan adanya otonomi Daerah dan kekhususan penggunaan tanah dan
bangunan obyek sengketa maka harus menggunakan dasar hukum
Perda No.3 Tahun 2016 tentang Izin Penggugaan Tanah. Sehingga
dengan demikian terbukti Pelawan dalam perkara Perlawanan ini
merupakan Pelawan yang benar.
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Berdasarkan seluruh uraian keberatan diatas, Pembanding/Pelawan mohon agar
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

l. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Membatallean Putasan Pengadilan Negeri Burabaya
No.1303/Pdt Bth/2025/FN.8by Tanggal 22 Juni 20286

Mengadili sendiri :
Memutuskan :

1. Mengabukan Gugatan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara.

Demikian Memori Banding dan Pembanding/Pelawan telah disampaikan, atas
perhatinnya diucapkan Terimaleasih.

____gg—zﬂm

Rifani Fairzi, S.H. &Rekan




RELAS PANGGILAN AANMANING
Nomor 58/Pdt.Eks.RL/2026 /PN Sby

Pada hari ini : Qz\ﬂ'fm tanggal, !' L . Juli 2026, saya AKBAR
KRISNAYANA Jurusita Pengadilan Neger Surabayva vang telah ditunjuk cleh Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya sesuai dengan Penctapan Nomor 57 /PdtEks.RLj2026/PN Shy, tanggal
T Juli 2026.

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

RYONYA DYAH ERMA AMIANI, vang dahulu beralumat di Jalan Karang Krumpik Timur [1 No,
21 dikenal Pondok Maritim Rt 005 Rw. 007 Indah Kelurahan Balas Klumprik
Recamatan Wiyung, Kota Surabaya, saat ini tidak diketahul lagl keberadaannya;

Selanfutnvi sebut SEDAEAL .......ccomeirimsiineiaiiiis s i TERMOHON EKSEKUSI;

Supava ia / mereka atau kussanya vang sah datang menghadap Ketua Pengadilan
Negeri Surabaya, di J1. Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya. Schubungan dengan Permohonan
Eksekusi, pada ;

Hari . RABU
Tanggal 22 JULI 2026
Jam : 10.00 WIB,

Guna hadir dalam acara Teguran (Aanmaning) agar dalam wakiu selama-lamanya 8
I:I'.‘IE lapan) hard sejak Teguran/ Aanmaning dibenkan, agar segera mengosongkan |
Bebldang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu di atasnys sesuai SHGE Nomor
02148 |sekarang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Elektronik dengan NIB.
12.01.000026292.0) atas cama Nyonya DYAH ERMA AMIANI (sekarang telah beralih
hak menjadi atas mama DANIEL BUDINING HARTADI] seluas 135 m2 terletak di
Eelornhan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Hota Surabaya Provinsi Jawa Timur,
setempat dikenal dengan Jl. Harang Krampik Timur I Ne. 21, RT.005 RW.007
Indah; Kcluranhan Balas Klumprik, Hecamatan Wiyung, Hota Burabaya;
sehagaimana Orose Risalah Lelang Nomor 648/ 10.01 /2025-01 tanggal 20 Agustus 2045 yvang
berirah-irah *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" vang
diterbitkan aleh Kantor Pelavanan Kekavaan Negars dan Lelang Surabava

Dalam perkara antara ;

DANIEL BUDINING HARTADI - -- Sebagai ---------------- PEMOHON EKBEKUSI ;
Melawan
NYONYA DYAH ERMA AMIANI -——--—-- Scbagai ------—-—-—— TERMOHON EKSEKUSI ;

Adapun alamat Termohon Ekselusi sudah tidak diketabul maks pemberitahuan ini
Saya laksanakan melalul Kantor Pemeriniahan Kota ‘iurah:r...i dan ditempal tersebutl Saya

Kemudian kepadanva Saya minta untuk membubuhkan tanda mngannya pada relans
pangzilan ini.

sehelal relaas
diketabiui oleh

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, Saya serah
panggilan ini kepadanya untuk ditempel dl Papan Pengumuman sups
masyvarakat umuarm,

Yang Mencnerima




